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1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
mttnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintati Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2000 tentang Kawasan Perdagangan Sebas dan Pelabuhan Sebas 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republ!k Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4775); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Satam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757); 

3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan 
Kaw&san Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 

4. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Sebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sadan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Sebas dan Pelabuhan Bebas 
Satam; 

Sahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sebas Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Sebas Batam, perlu menetapkan Peraturen tentang struktur organisasi 
dan tata kerja Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Sebas dan 
Pe:abuhan Bebas Batam; 

Mengingat 

Menimbang 

PERATUR,AN KEPALA ~ADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
. BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 

NOMOR 3 TAHUN 2010 

TENT ANG 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 

BATAM CENTRE, PULAU BATAM 
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456 

BADAN PEN~USAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
· PELABUHAN BEBAS BATAM 
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Sadan Pengusahaan Batam sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 1 terdiri dari : 
a. Kepala Sadan Pengusahaan Batam; 
b. Wakil Kepala Sadan Pengusahaan; 
c. Anggota 1 /Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi: 
d. Anggota 2/0eputi Bidang Bina Sarana dan Prasarana; 
e. Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi dan Program: 
f. Anggota 4/Deputi Bidang Pengendalian; 
g. Pusat Pengelolaan Data dan Sistem lnformasi Teknologi; 
h. Kantor Perwakilan Sadan Pengusahaan Satam; 
i. lnspektorat. 

Badan Pengusahaan Batam mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Bebas Batam; 
b. Pelaksanaan pengembangan Kawasan Bebas Batam; 
c. Pelaksanaan pembangunan Kawasan Bebas Batam. 

Pasal4 

Pasal 3 

Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas 
Batam. 

Pasal 2 

(1) Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Batam yang selanjutnya disebut dengan Sadan 
Pengusahaan Batam, bertanggungjawab untuk mengelola, 
mengembangkan dan membangun Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Sebas Batam yang selanjutnya 
disebut Kawasan Bebas Batam. 

(2) Sadan Pengusahaan Batam dipimpin oleh seorang Kepala 
yang bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan Batam. 

Pasal 1 

SABI 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS BATAM. 

MEMUTUSKAN: 

5. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/16/DKNl2010 tentang 
Penetapan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Sadan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam; 

Menetapkan 
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Anggota 1/Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 2 terdiri dari : 
a. Direktorat lnvestasi, Marketing dan Humas; 
b. Direktorat Pengelolaan Lahan; 
c. Kantor Pelabuhan Laut Batam; 
d. Kantor Bandar Udara Batam; 
e. Rumah Sakit Sadan Pengusahaan Batam. 

Pasal8 

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, 
Anggota 1 / Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan investasi, marketing 

dan hubungan masyarakat. 
b. Pelaksanaan pengelolaan lahan. 
c. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan pengusahaan 

pelabuhan laut. 
d. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan pengusahaan bandar 

udara. 
e. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan rumah sakit. 

Pasal 7 

Anggota 1/Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi mempunyai 
tugas melaksanakan pelayanan investasi, marketing dan hubungan 
masyarakat, pengelolaan lahan, pengelolaan dan pelayanan jasa 
pelabuhan laut, bandar udara serta rumah sakit. 

Pasal6 

BAB II 
ANGGOTA 1/0EPUTI BIDANG PELAYANAN DAN PROMOSI 

(3) Anggota/Deputi Sadan Pengusahaan Batam mempunyai 
tugas membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan 
Batam sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

(2) Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas 
membantu Kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Sadan Pengusahaan Batam. 

(1) Kepala Sadan Pengusahaan Batam mempunyai tugas 
memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Sadan 
Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 
Pasal 3. 

Pasal5 
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(9) Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi 
mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan 
masyarakat, dokumentasi dan publikasi. 

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 
ayat (9), Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi 
melaksanakan fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; 
b. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan promosi. 

(8) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana dan penyiapan promosi. 

(7) Seksi Rencana dan Sarana Pemasaran mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan rencana dan sarana 
pemasaran. 

(6) Sub Direktorat Pemasaran terdiri dari : 
a. Seksi Rencana dan Sarana Pemasaran. 
b. Seksi Promosi. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 
ayat (4), Sub Direktorat Pemasaran menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyusunan rencana dan program pemasaran. 
b. Penyusunan rencana dan penyiapan promosi. 

(1) Direktorat lnvestasi, Marketing dan Hubungan Masyarakat 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan dan 
pengendalian kepada penanam modal, pemasaran dan 
hubungan masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 
ayat (1 ), Direktorat lnvestasi, Marketing dan Humas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pelayanan 

penanaman modal. 
b. Pembinaan dan pelaksanaan pemasaran. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat. 

(3) Direktorat lnvestasi, Marketing dan Humas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 6 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Pemasaran 
b. Sub Direktorat Humas dan Publikasi 
c. Sub Direktorat Perijinan Penanaman Modal 

(4) Sub Direktorat Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan sarana pemasaran 
serta promosi. 

DIREKTORAT INVESTASI, MARKETING DAN HUMAS 

Pasal9 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
10 ayat (1), Direktorat Pengelolaan Lahan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan. 
b. Pelaksanaan kegiatan pengalokasian lahan. 

(1) Direktorat Pengelolaan Lahan mempunyai tugas 
melaksanakan pengadaan dan pengalokasian lahan, 
evaluasi, pengurusan dokumen Hak Atas Tanah serta 
evaluasi pengalokasian lahan. 

DIREKTORAT PENGELOLMN LAHAN 

Pasal 10 

(19) Seksi Evaluasi lnvestasi mempunyai tugas melakukan 
evaluasi investasi. 

(18) Seksi Monitoring lnvestasi mempunyai tugas melakukan 
monitoring investasi. 

( 17) Seksi Perijinan PMA dan PMDN mempunyai tug as 
menyiapkan bahan penilaian aplikasi investasi dan 
memberikan informasi serta memantau realisasi PMA dan 
PMDN. 

(16) Subdirektorat Perijinan Penanaman Modal terdiri dari: 
a. Seksi Perijinan PMA dan PMDN. 
b. Seksi Monitoring lnvestasi. 
c. Seksi Evaluasi lnvestasi. 

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 
ayat (10), Sub Direktorat Perijinan Penanaman Modal 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penilaian aplikasi investasi baik Penanaman Modal Asing 

maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. 
b. Pemberian informasi kepada calon investor dan investor. 
c. Pelaksanaan pemantauan realisasi investasi. 

(14) Sub Direktorat Perijinan Penanaman Modal mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian 
layanan perijinan kepada penanam modal. 

(13) Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas 
melakukan urusan penyiapan bahan dokumentasi dan 
publikasi. 

(12) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membangun 
dan memelihara hubungan positif dengan publik serta 
menyediakan layanan informasi bagi media massa. 

(11) Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi terdiri 
dari: 
a. Subbagian Hubungan Masyarakat; 
b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi. 
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(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
10 ayat (9), Sub Direktorat Pengalokasian Lahan Wilayah l 
dan II masing·masing menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan proses evaluasi dan klarifikasi 

permohonan alokasi lahan, penyiapan izin prinsip 
alokasi lahan dan pelaksanaan koordinasi pengukuran 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
10 ayat (4), Sub Direktorat Pengadaan Lahan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pengadaan lahan 

serta administrasi. 
b. Pelaksanaan pengukuran lahan untuk kebutuhan 

pengalokasian maupun kebutuhan teknis lainnya serta 
pembuatan gambar Penetapan Lokasi. 

(6) Sub Direktorat Pengadaan Lahan terdiri dari : 
a. Seksi Penyiapan Hak Pengelolaan (HPL). 
b. Seksi Pengukuran lahan. 

(7) Seksi Penyiapan Hak Pengelolaan (HPL) mempunyai tugas 
menyiapkan dan menyediakan dokumen pengadaan lahan 
serta gambar situasi lahan dan mengkoordinir pelaksanaan 
pembebasan lahan dan pengarsipan dokumen pembebasan 
lahan, penyiapan dokumen untuk proses sertifikasi Hak 
Pengelolaan kepada Badan Pertanahan Nasional dan 
penyiapan dokumen alokasi lahan untuk 
pemindahan/penataan penduduk serta menyiapkan laporan 
secara periodik kepada Kasubdit Pengadaan Lahan. 

(8) Seksi Pengukuran Lahan mempunyai tugas melakukan 
kegiatan pengukuran dan pemetaan untuk kebutuhan 
pengalokasian, pembebasan lahan maupun kebutuhan 
teknis lainnya dan pembuatan gambar Penetapan Lokasi. 

(9) Sub Direktorat Pengalokasian Lahan Wilayah I dan II 
masing·masing mempunyai tugas melaksanakan evaluasi 
dan klarifikasi penyiapan lzin Prinsip, penyiapan data 
pengalokasian lahan serta penyiapan faktur tagihan alokasi 
lahan. 

(4) Sub Direktorat Pengadaan Lahan mempunyai tugas 
penyiapan administrasi, pengukuran dan pengadaan lahan. 

(3) Direktorat Pengelolaan Lahan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 7 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Pengadaan Lahan. 
b. Sub Direktorat Pengalokasian Lahan Wilayah I 
c. Sub Direktorat Pengalokasian Lahan Wilayah II 
d. Sub Direktorat Hak Atas Tanah. 
e. Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan. 

c. Pengurusan dokumen peralihan dan penyiapan 
sertifikasi Hak Atas Tanah. 

d. Pelaksanaan Evaluasi Alokasi Lahan. 
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(16} Sub Direktorat Hak Atas Tanah terdiri dari : 
a. Seksi Penyiapan Dokumen Alokasi Tanah. 
b. Seksi Peralihan Hak Alokasi Tanah. 

(13) Seksi Administrasi Keuangan Wilayah I dan II mempunyai 
tugas melakukan urusan administrasi keuangan, meliputi : 
faktur penagihan, kwitansi bukti pembayaran, uang muka, 
biaya pengukuran. UWTO, peralihan, Jaminan Pelaksanaan 
Pembangunan (JPP). 

(14) Sub Direktorat Hak Atas Tanah mempunyai tugas 
menyiapkan dokumen bukti pengalokasian tanah, meliputi : 
ijin peralihan alokasi tanah, Surat Perjanjian, Surat 
Keputusan, Rekomendasi Sertifikasi Hak Guna Bangunan, 
peralihan hak dan dokumen tanah. 

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
10 ayat (14), Sub Direktorat Hak Atas Tanah 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin peralihan dan 

pembebanan hak alokasi tanah. 
b. Pelaksanaan proses batik nama. 
c. Pelaksanaan penyiapan Surat Perjanjian dan Surat 

Keputusan Alokasi Tanah. 
d. Penyiapan rekomendasi pengurusan guna 

pensertifikasian Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan 
hak-hak lainnya yang dimungkinkan. 

e. Penyiapan data/dokumen penyelesaian sengketa 
alokasi tanah dan penerbitan dokumen pengganti yang 
hilang/rusak. 

lahan, serta penerbitan dokumen alokasi lahan dan 
proses administrasi pemecahan/pengggabungan alokasl 
lahan serta perubahan peruntukan. 

b. Menyiapkan data pengalokasian lahan (HPL, RTRW, 
ketersediaan lahan). 

c. Penyiapan faktur tagihan lahan, bukti pembayaran dan 
penerimaan Direktorat Pengelolaan Lahan serta 
pengelolaannya. 

(11) Sub Direktorat Pengalokasian Lahan Wilayah dan II 
masing-masing terdiri dari : 
a. Seksi Pelayanan Dokumen Wilayah I dan II. 
b. Seksi Administrasi Keuangan Wilayah I dan II. 

(12) Seksi Pelayanan Dokumen Wilayah I dan II mempunyai 
tugas menyiapkan bahan evaluasi permohonan alokasi 
lahan, penyiapan data pengalokasian lahan, melakukan 
klarifikasi permohonan alokasi lahan dan menyiapkan 
dokumen administrasi pengalokasian lahan serta 
melaksanakan koordinasi dalam pengukuran lahan serta 
penerbitan dokumen alokasi lahan dan proses administrasi 
pemecahan/penggabungan alokasi lahan, perubahan 
peruntukan. 
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(23) Seksi Evaluasi Pengalokasian Lahan mempunyai tugas 
melakukan evaluasi dokumen administrasi dan keuangan, 
penyiapan surat peringatan atau teguran kepada penerima 
alokasi lahan serta penyiapan surat pemberitahuan 
pembatalan pencadangan dan rekomendasi kepada 
Kasubdit Evaluasi Alokasi Lahan. 

(21) Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan terdiri dari : 
a. Seksi Administrasi Dokumen Lahan. 
b. Seksi Evaluasi Pengalokasian Lahan. 

{22) Seksi Administrasi Dokumen Lahan mempunyai tugas 
melakukan pelaksanaan pencatatan data pengalokasian 
lahan, pengarsipan dokumen pertanahan (alokasi lahan, 
HPL dan pembebasan) pendataan dokumen data alokasi 
tanah berupa gratis, kegiatan fisik pemanfaatan lahan. 

(20) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
10 ayat (19), Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pencatatan data alokasi lahan. 
b. Pelaksanan pengarsipan dokumen pertanahan (alokasi 

tanah, HPL dan pembebasan). 
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan fisik pemanfaatan lahan. 
d. Pelaksanaan evaluasi administrasi keuangan alokasi 

lahan. 
e. Pelaksanaan penyiapan peringatan/pemberitahuan atas 

pembatalan, pencadangan atau pencabutan alokasi 
lahan 

(19) Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan mempunyai tugas 
melaksanakan pencatatan data pengalokasian dan 
monitoring serta melakukan evaluasi kegiatan fisik atas 
lahan yang telah dialokasikan serta melaksanakan 
penyiapan peringatan/pemberitahuan. 

(17) Seksi Penyiapan Dokumen Alokasi Tanah mempunyai 
tugas melaksanakan tugas penyiapan penerbitan surat 
perjanjian pecahan/peralihan, surat keputusan 
pecahan/peralihan dan rekomendasi Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai dan Hak-Hak lainnya yang dimungkinkan. 

(18) Seksi Peralihan Hak Alokasi Tanah mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penerbitan izin peralihan alokasi 
tanah, izin pembebanan dan pelaksanaan proses Balik 
Nama, menyiapkan data/dokumentasi penyelesaian 
sengketa alokasi tanah, penerbitan dokumen pengganti 
yang hilang/rusak. 
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(23) Seksi Evaluasi Pengalokasian Lahan mempunyai tugas 
melakukan evaluasi dokumen administrasi dan keuangan, 
penyiapan surat peringatan atau teguran kepada penerima 
alokasi lahan serta penyiapan surat pemberitahuan 
pembatalan pencadangan dan rekomendasi kepada 
Kasubdit Evaluasi Alokasi Lahan. 

(22) Seksi Administrasi Dokumen Lahan mempunyai tugas 
melakukan pelaksanaan pencatatan data pengalokasian 
lahan, pengarsipan dokumen pertanahan (alokasi lahan, 
HPL dan pembebasan) pendataan dokumen data alokasi 
tanah berupa gratis, kegiatan fisik pemanfaatan lahan. 

(21) Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan terdiri dari : 
a. Seksi Administrasi Dokumen Lahan. 
b. Seksi Evaluasi Pengalokasian Lahan. 

(20) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
10 ayat (19), Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pencatatan data alokasi lahan. 
b. Pelaksanan pengarsipan dokumen pertanahan (alokasi 

tanah, HPL dan pembebasan). 
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan fisik pemanfaatan lahan. 
d. Pelaksanaan evaluasi administrasi keuangan alokasi 

lahan. 

(19) Sub Direktorat Evaluasi Alokasl Lahan mempunyai tugas 
melaksanakan pencatatan data pengalokasian dan 
monitoring serta melakukan evaluasi kegiatan fisik atas 
lahan yang telah dialokasikan. 

(18) Seksi Peralihan Hak Alokasi Tanah mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penerbitan izin peralihan alokasi 
tanah, izin pembebanan dan pelaksanaan proses Balik 
Nama, menyiapkan data/dokumentasi penyelesaian 
sengketa alokasi tanah, penerbitan dokumen pengganti 
yang hilang/rusak. 

(17) Seksi Penyiapan Dokumen Alokasi Tanah mempunyai 
tugas melaksanakan tugas penyiapan penerbitan surat 
perjanjian pecahan/peralihan, surat keputusan 
pecahan/peralihan dan rekornendasi Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai dan Hak-Hak lainnya yang dimungkinkan. 
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(6) Bagian Tata Usaha terdiri dari: 
a. Subbagian Umum. 
b. Subbagian Keuangan. 
c. Subbagian Data dan lnformasi. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
11 ayat (4), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan kepegawaian. 
b. Pelaksanaan urusan keuangan. 
c. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan 

kerumahtanggaan. 
d. Pelaksanaan urusan pengumpulan dan pengolah data 

dan informasi serta pelaporan. 

(4) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, 
kerumahtanggaan, pengumpulan dan pengolahan data dan 
informasi kepelabuhanan serta pelaporan. 

( 1) Kantor Pelabuhan Laut Batam mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan serta 
pengusahaan pelabuhan taut bekerja sama dengan 
Departemen Perhubungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud Pasal 
11 ayat (1), Kantor Pelabuhan Laut Batam 
menyelenggarakan fungsl: 
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, pemeliharaan, kerumahtanggan dan 
penerimaan uang jasa kepelabuhanan serta informasi 
layanan kepelabuhanan. 

b. Pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dan 
penunjang kepelabuhanan. 

c. Pelaksanaan dan penilikan keselamatan pelayaran, 
sarana bantu navigasi dan telekomunikasi pelayaran. 

d. Pelaksanaan penjagaan dan penyelamatan di laut, 
pengamanan dan penertiban pelabuhan serta kegiatan 
jasa maritim dan bantuan Search and Resque (SAR). 

e. Pelaksanaan pengusahaan dan pengelolaan jasa-jasa 
lainnya di pelabuhan. 

(3) Kantor Pelabuhan Laut Batam sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 8 terdiri dari : 
a. Bagian Tata Usaha. 
b. Bidang Kepelabuhanan. 
c. Bidang Kesyahbandaran. 
d. Bidang Komersil. 

KANTOR PELABUHAN LAUT BATAM 

Pasal 11 
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Bidang Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian Surat ljin Berlayar (SIB), pemeriksaan 
keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal, 
pencegahan dan penanggulangan pencemaran, 

~~~?i 

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas 
melakukan penilikan terhadap pelaksanaan pengoperasian 
kapal berbendera nasional dan asing dengan trayek 
berjadwal "(linier}" dan tidak berjadwal tetap "(tramper)" 
serta kelancaran lalu lintas barang, hewan dan penumpang. 

Seksi Penunjang Angkutan Laut mempunyai tugas 
melakukan penilikan terhadap kegiatan operasional 
penunjang angkutan laut serta tenaga kerja bongkar muat 
(TKBM) dan pemantauan tarif. 

Bidang Kepelabuhanan terdiri dari : 
a. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan. 
b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut. 
c. Seksi Penunjang Angkutan Laut. 

Seksi Fasilitas Dan Pelayanan Pelabuhan mempunyai 
tugas melakukan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan 
pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta 
pemantauan kinerja operasional pelabuhan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
11 Ayat (10), Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan 

pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta 
pemantauan kinerja operasional pelabuhan. 

b. Pelaksanaan penilikan kelancaran lalu lintas kapal yang 
berbendera nasional dan asing dengan trayek berjadwal 
tetap "(tinier)" dan tidak berjadwal tetap "(tramper)". 

c. Pelaksanaan penilikan kegiatan operasional dan 
pembinaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan 
pemantauan pelaksanaan tarif. 

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan 
penilikan fasilitas dan pelayanan jasa pelabuhan dan 
kelancaran lalu lintas angkutan taut, kegiatan penunjang 
angkutan laut serta pembinaan tenaga kerja bongkar muat 
(TKBM). 

Subbagian Data dan lnformasi mempunyai tugas 
melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data dan 
informasi serta penyusunan laporan operasional pelabuhan. 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan 
keuangan. 

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan 
kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan dan 
kerumahtanggaan serta inventarisasi aset. 

{16) 

(15) 

(14) 

{13) 

(12) 

(11) 

(10) 

(9) 

(8) 

(7) 
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(21) Seksi Keselamatan Kapa! mempunyai tugas melakukan 
pemeriksaan nautis, teknis, radio, perlengkapan dan 
bangunan kapal, manajemen keselamatan kapal dan 
sertifikasi serta melaksanakan kegiatan kenavigasian di 
pelabuhan. 

(22) Seksi Status Hukum Kapa! mempunyai tugas melakukan 
pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, dan 
penerbitan surat kebangsaan kapal serta penyijilan awak 
kapal. 

(18) Bidang Kesyahbandaran terdiri dari: 
a. Seksi Tertib Berlayar 
b. Seksi Pengamanan Pelabuhan dan Patroli. 
c. Seksi Keselamatan Kapal. 
d. Seksi Status Hukum Kapal. 

(19) Seksi Tertib Berlayar mempunyai tugas melakukan 
penilikan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal, 
mengeluarkan Surat ljin Berlayar (SIB), pengawasan kapal 
asing (PSC) serta pemeriksaan/pengusutan kecelakaan dan 
bencana kapal. 

(20) Seksi Pengamanan Pelabuhan Dan Patroli mempunyai 
tugas melakukan pengamanan, penertiban dan penegakan 
peratuan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran 
laut, pemadam kebakaran, pemberian bantuan SAR, 
penilikan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air (PBA) 
serta penyidikan tindak pidana pelayaran. 

kepelautan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, 
pemeriksaan kecelakaan kapal serta pengamanan, 
penertiban dan penegakan peraturan di lingkungan kerja 
pelabuhan. 

(17) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
11 ayat (16), Bidang Kesyahbandaran menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan 

kapal, pengeluaran Surat fjin Berlayar (SIB) serta 
pengawasan kapal asing (PSC) dan pengusutan 
kecelakaan dan bencana kapal. 

b. Pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan, 
pencegahan dan penanggutangan bencana laut, 
pemadam kebakaran dan bantuan SAR, penilikan 
kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air (PBA) serta 
penyidikan tindak pidana pelayaran. 

c. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio, 
perlengkapan, dan bangunan kapal serta manajemen 
keselamatan kapal dan pemberian sertifikasi. 

d. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan balik nama 
kapal, pengurusan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut 
dan penyijilan awak kapal serta pemberian surat 
kebangsaan kapal. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
12 Ayat (1 ), Kantor Bandar Udara menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan penerimaan uang jasa 

(1) Kantor Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan dan pelayanan serta pengusahaan bandar 
udara dan kemeteorologian bekerja sama dengan 
Departemen Perhubungan dan BMKG sesuai dengan 
peraturan perundanq-undanqan yang berlaku. 

KANTOR BANDAR UDARA 

Pasal 12 

(29) Seksi Pemanduan Dan Penundaan mempunyai tugas 
melakukan urusan pemanduan dan peralatan pelabuhan. 

(28) Seksi Pelayanan Teknik Dan Peralatan mempunyai tugas 
melakukan urusan pemeliharaan dan inventarisasi aset 
pelabuhan serta pengadaan fasilitas dan peralatan 
pelabuhan. 

(27) Seksi Pelayanan Teknik Dan Aneka Jasa Pemasaran 
mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan 
pengusahaan jasa penunjang kepelabuhanan serta 
kegiatan pemasaran. 

(26) Seksi Pelayanan Terpadu Jasa Kepelabuhanan mempunyai 
tugas melakukan penyusunan dan pemanduan pelayanan 
jasa kepelabuhanan, serta penotaan dan pembukuan 
pendapatan jasa kepelabuhanan. 

(25) Bidang Komersil terdiri dari : 
a. Seksi Pelayanan Terpadu Jasa Kepelabuhanan. 
b. Seksi Pelayanan Aneka Jasa dan Pemasaran. 
c. Seksi Teknik dan Peralatan. 
d. Seksi Pemanduan dan Penundaan. 

(24) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
11 ayat (23), Bidang Komersil menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan dan pemanduan pelayanan jasa 

kepelabuhanan. 
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan jasa 

kepelabuhanan dan penunjang jasa kepelabuhanan 
serta kegiatan pemasaran. 

c. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan inventarisasi 
peralatan dan perlengkapan. 

d. Pelaksanaan penotaan dan pembukuan pendapatan 
jasa kepelabuhanan. 

e. Pelaksanaan urusan pemanduan dan penundaan kapal. 

(23) Bidang Komersil mempunyai tugas melaksanakan 
pengusahaan jasa kepelabuhanan dan penunjang jasa 
kepelabuhanan. 
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(9) Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan mempunyai 
tugas melakukan kegiatan perencanaan program kegiatan, 
inventarisasi aset, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan 
dan pemeliharaan serta kegiatan kerumahtanggaan. 

(10) Bidang Operasi Darat mempunyai tugas menyiapkan dan 
melakukan kegiatan pelayanan terminal dan informasi 

(8) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas 
melakukan kegiatan kepegawaian, keprotokolan, 
pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta 
ketatausahaan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
12 ayat (4), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan keuangan. 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha. 
c. Pelaksaan urusan perencanaan program. 
d. Pelaksanaan urusan perencanaan program kegiatan 

dan perlengkapan. 

(6) Bagian Umum terdiri dari : 
a. Subbagian Keuangan. 
b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha. 
c. Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan. 

(7) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan 
keuangan. 

kebandarudaraan, kepegawaian dan ketatausahaan, 
perencanaan pembangunan dan program serta 
perlengkapan. 

b. Pelaksanaan pengusahaan dan pengelolaan jasa-jasa 
lainnya di bandar udara. 

c. Pelaksanaan pelayanan jasa angkutan udara dan 
penunjang angkutan udara serta informasi layanan 
kebandarudaraan. 

d. Pelaksanaan pelayanan jasa usaha kebandarudaraan 
dan penunjang kebandarudaraan. 

e. Pelaksanaan penilikan keselamatan penerbangan, 
telekomunikasi penerbangan, pengamanan, penertiban 
dan pemeliharaan fasilitas bandar udara. 

f. Pelaksanaan pelayanan kemeteorologian. 

(3) Kantor Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 9 terdiri dari : 
a. Bagian Umum. 
b. Bidang Operasi Darat. 
c. Bidang Komersial. 
d. Stasiun Meteorologi. 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(4) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan, perencanaan 
program kegiatan serta perlengkapan. 
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(18) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
12 ayat (17), Bidang Komersil menyelenggarakan fungsi: 
a. Perencanaan, penyiapan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tarif jasa pelayanan penerbangan dan non 
penerbangan di Bandar Udara. 

b. Pelaksanaan administrasi perijinan usaha dan kontrak 
sewa menyewa fasilitas dan peralatan Bandar Udara. 

c. Pelaksanaan upaya optimalisasi penggunaan fasilitas 
dan peralatan Bandar Udara yang dapat dimanfaatkan 

(17) Bidang Komersil mempunyai tugas melakukan pengaturan 
usaha komersial dan non komersial jasa kebandarudaraan 
yang bersumber dari hasil petayanan ataupun pemanfaatan 
fasilitas Bandar Udara. 

(14) Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan 
Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan 
pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam 
kebakaran serta penanggulangan keadaan gawat darurat di 
lingkungan Bandar Udara. 

(15) Seksi Pengamanan Dalam mempunyai tugas mengatur dan 
mengawasi pengamanan dalam beserta instalasinya dan 
ketertiban umum di lingkungan Bandar Udara. 

(16) Seksi Higiene Dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan 
dan mengawasi higiene dan sanitasi di lingkungan Bandar 
Udara. 

(13) Seksi Terminal mempunyai tugas melakukan pelayanan 
penggunaan terminal dan fasilitas serta pelayanan informasi 
umum di Terminal Bandar Udara. 

(12) Bidang Operasi Darat terdiri dari: 
a. Seksi Terminal. 
b. Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan 

Pemadam Kebakaran (PKPPK). 
c. Seksi Pengamanan Dalam. 
d. Seksi Higiene dan Sanitasi. 

(11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
12 ayat (10), Bidang Operasi Oarat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

terminal dan informasi. 
b. Pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam 

kebakaran. 
c. Pengamanan dan pelaksanaan ketertiban umum di 

Bandar Udara. 
d. Pengawasan dan pelaksanaan higiene dan sanitasi di 

Bandar Udara. 

umum, higiene dan sanitasi, pengamanan dan ketertiban 
umum serta pertolongan kecelakaan penerbangan dan 
pemadam kebakaran. 
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(28) Seksi Data dan lnformasi mempunyai tugas melaksanakan 
tugas pelayanan jasa dan informasi meteorologi. 

(27) Seksi Observasi mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pengamatan, penganalisaan dan ramalan meteorologi. 

(26) Seksi Tata Usaha Meteorologi mempunyai tugas 
melaksanakan tugas ketatausahaan meteorologi. 

(25) Stasiun Meteorologi terdiri dari : 
a. Seksi Tata Usaha Meteorologi. 
b. Seksi Observasi. 
c. Seksi Data dan lnformasi. 

(23) Stasiun Meteorologi mempunyai tugas menyelenggarakan 
kegiatan yang meliputi pengamatan, pengumpulan dan 
penyebaran data, penganalisaan dan ramalan didalam 
wilayahnya serta pelayanan jasa meteorologi bekerja sama 
dengan Departemen Perhubungan dan BMKG sesuai 
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(24) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
12 ayat (23), Stasiun Meteorologi menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan pengamatan meteorologi. 
b. Pengumpulan dan penyebaran data meteorologi. 
c. Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa meteorologi. 
d. Pelaksanaan penganalisaan dan ramalan meteorologi. 

(22) Seksi Usaha Non Penerbangan mempunyai tugas 
melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan 
pemasaran fasilitas dan peralatan Bandar Udara untuk 
kegiatan usaha non penerbangan baik komersial maupun 
non komersial. 

(21) Seksi Usaha Penerbangan mempunyai tugas melakukan 
kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas 
dan peralatan Bandar Udara untuk kegiatan usaha 
komersial jasa penerbangan di Bandar Udara. 

(19} Bidang Komersil terdiri dari: 
a. Seksi Tarif Jasa. 
b. Seksi Usaha Penerbangan. 
c. Seksi Usaha Non Penerbangan. 

(20) Seksi Tarif Jasa mempunyai tugas melakukan kegiatan 
perencanaan, penyiapan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pemberlakuan tarif jasa pelayanan 
penerbangan dan non penerbangan di Bandar Udara serta 
melakukan administrasi perijinan. 

sebagai sarana usaha komersial. 
d. Pengaturan kegiatan usaha komersial dan non 

komersial di Bandar Udara. 
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(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
13 ayat (4), Wakil Direktur Pelayanan Medik 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan kebutuhan tenaga medik dan paramedik, 

obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk kebutuhan 
dilingkungan medik dan keperawatan. 

b. Pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, 
keperawatan, penelitian dan pengembangan. 

c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi 

(3) Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sebagaimana 
tercantum dalam Lampi ran 1 O terdiri dari : 
a. Wakil Direktur Pelayanan Medik. 
b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan. 
c. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(4) Wakil Direktur Pelayanan Medik mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan, pelayanan medik, penunjang 
medik, keperawatan, serta penelitian dan pengembangan 
yang dilaksanakan dilingkungan RSBPB. 

(1) Rumah Sakit Sadan Pengusahaan Batam (RSBPB) 
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan 
secara terpadu dan berkesinambungan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
13 ayat (1), RSBPB menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana dan program kegiatan. 
b. Pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, 

perawatan dan rujukan. 
c. Evaluasi dan penyusunan laporan. 
d. Pelaksanaan adminstrasi umum dan keuangan. 

RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHMN BATAM 

Pasal13 

(33) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(32) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (29) 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(31) Jumlah tenaga fungsional tersebut ayat (30) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(30) Kelompok Jabatan tersebut ayat (29) dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. 

(29) Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri atas sejumlah 
tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(11) Seksi Keperawatan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana, bimbingan teknis, 
petunjuk teknis peningkatan keterampilan keperawatan 
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keperawatan. 

(10) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana, bimbingan teknis, 
petunjuk teknis peningkatan keterampilan pelayanan medik, 
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 
medik. 

(9) Bidang Pelayanan dan Keperawatan terdiri dari: 
a. Seksi Pelayanan Medik. 
b. Seksi Keperawatan. 

(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
13 ayat (7), Bidang Pelayanan dan Keperawatan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan bimbingan pelayanan medik 

dan keperawatan, serta peningkatan keterampilan 
pelayanan medik dan keperawatan. 

b. Penyusunan petunjuk teknis pelayanan medik dan 
keperawatan serta peningkatan keterampilan pelayanan 
medik dan keperawatan. 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 
medik dan keperawatan. 

(7) Bidang Pelayanan Dan Keperawatan mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan. 

(6) Wakil Direktur Pelayanan Medik terdiri dari: 
a. Bidang Pelayanan dan Keperawatan. 
b. Bidang Penunjang Medik. 
c. lnstalasi Rawat Jalan. 
d. lnstalasi Rawat lnap. 
e. lnstalasi Gawat Darurat. 
f. lnstalasi Bedah Sentral. 
g. lnstalasi Bayi dan Anak. 
h. lnstalasi Kamar Bersalin dan Perawatan Kebidanan. 
i. lnstalasi Perawatan lntensif. 
j. lnstalasi Hemodialisa. 
k. lnstalasi Farmasi. 
I. lnstalasi Laboratorium. 
m. lnstalasi Radiologi/rontgen. 
n. lnstalasi Gizi. 
o. lnstalasi Baloi, BIDA dan Bandara. 
p. lnstalasi Pemulasaraan Jenazah. 
q. lnstalasi Binatu/Medical Linen. 
r. lnstalasi Ambulans. 
s. lnstalasi Kamar Operasi. 

terhadap semua pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan 
medik dan keperawatan. 
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(25) lnstalasi Farmasi adalah tempat untuk melakukan 
peracikan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan 
bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, 
alat perawatan dan alat kesehatan serta pelaksanaan 
sterilisasi. 

(23) lnstalasi Perawatan lnstensif adalah tempat untuk 
melakukan kegiatan pelayanan rawat instensif. 

(24) lnstalasi Hemodialisa adalah tempat untuk melakukan 
kegiatan pelayanan hemodialisa. 

(21) lnstalasi Bayi Dan Anak adalah tempat untuk melakukan 
kegiatan pelayanan bayi dan anak. 

(22) lnstalasi Kamar Bersalin Dan Perawatan Kebidanan adalah 
tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan kamar 
bersalin dan perawatan kebidanan. 

(20) lnstalasi Bedah Sentral adalah tempat untuk melakukan 
kegiatan pelayanan bedah sentral. 

(19) lnstalasi Gawat Darurat adalah tempat untuk melakukan 
kegiatan pelayanan gawat darurat. 

(18) lnstalasi Rawat lnap adalah adalah tempat untuk 
melakukan kegiatan pelayanan rawat inap. 

(17) lnstalasi Rawat Jalan adalah tempat untuk melakukan 
kegiatan pelayanan rawat jalan. 

(16) Seksi Rekam Medik Dan lnformasi Medik mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan rekam medik dan informasi medik. 

(15) Seksi Sarana Medik mempunyai tugas melakukan 
penyiapan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, alat, 
obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan fasilitas 
pelayanan medis. 

(14) Bidang Penunjang Medik terdiri dari: 
a. Seksi Sarana Medik. 
b. Seksi Rekam Medik dan lnformasi Medik. 

(13) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
13 ayat (12}, Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyusunan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, 

alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan 
fasilitas pelayanan medis. 

b. Pengelolaan rekam medik dan informasi medik. 

(12) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, obat, 
bahan dan alat kesehatan di instalasi lingkungan medik dan 
keperawatan serta rekam medik dan informasi medik. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
13 ayat (37), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, 
penyusunan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan 
rumah sakit serta pengelolaan Sistem lnformasi Rumah 
Sakit serta pelayanan informasi. 

Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari: 
a. Bagian Umum. 
b. Bagian Keuangan. 
c. lnstalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah 

Sa kit. 
d. lnstalasi Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit. 
e. lnstalasi pendidikan dan latihan dan perpustakaan. 

lnstalasi Radiologi/Rontgen adalah tempat untuk melakukan 
kegiatan pelayanan radiologi/rontgen. 

lnstalasi Gizi adalah tempat untuk melakukan kegiatan 
pelayanan gizi. 

lnstalasi Baloi Dan Bidan Serta Bandara adalah tempat 
untuk melakukan kegiatan pelayanan didaerah Baloi dan 
Kantor Badan Pengusahaan Batam serta Bandara. 

lnstalasi Pemulasaraan Jenazah adalah tempat untuk 
melakukan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah. 

lnstalasi Binatu/Medical Linen adalah tempat untuk 
melakukan kegiatan pelayanan linen (laundry) rumah sakit. 

lnstalasi Ambulans adalah tempat untuk metakukan 
kegiatan pelayanan ambulans. 

tnstalasi Kamar Operasi adalah tempat untuk melakukan 
kegiatan pelayanan kamar operasi. 

Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum 
dan keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
13 ayat (34), Wakil Direktur Umum dan Keuangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi umum. 
b. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan. 
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi 

umum dan keuangan. 

lnstalasi Laboratorium adalah tempat untuk melakukan 
kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium. 

(38) 

(37) 

(36) 

(35) 

(34) 

(33) 

(32) 

(31) 

(30) 

(29) 

(28) 

(27) 

(26) 



(48) Subbagian Pendapatan dan Piutang mempunyai tugas 
melakukan penyusunan rencana pendapatan den iv;il 1)1 

Halaman 20 dari 60 '\'( V 

(47) Subbagian Akuntansi Dan Verifikasi mempunyai tugas 
melakukan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan 
verifikasi. 

(46) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran tahunan. 

(45) Bagian Keuangan terdiri dari : 
a. Subbagian Anggaran. 
b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. 
c. Subbagian Pendapatan dan Piutang. 

(44) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
13 ayat (43), Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran 

tahunan dan pelaksanaan administrasi perbendaharaan. 
b. Pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan 

verifikasi. 
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana 

anggaran tahunan dan administrasi perbendaharaan 
serta laporan keuangan dan verifikasi. 

d. Penyusunan rencana pendapatan. 
e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring piutang. 

(41) Subbagian Perlengkapan Dan lnventarisasi Aset 
mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah 
tangga dan perlengkapan. 

(42) Subbagian Perencanaan, Pengembangan SIRS dan 
Layanan lnformasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perencanaan kegiatan, pengelolaan Sistem 
lnformasi Rumah Sakit serta pelayanan informasi. 

(43) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi keuangan. 

(40) Subbagian Tata Usaha Dan Kepegawaian mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, 
mutasi, tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan 
pegawai. 

(39) Bagian Umum terdiri dari: 
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 
b. Subbagian Perlengkapan dan lnventarisasi Aset. 
c. Subbagian Perencanaan, Pengembangan SIRS dan 

Layanan lnformasi. 

b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan. 

c. Pelaksanaan penyusunan program jangka panjang 
Rumah Sakit. 

d. Pengelolaan Sistem lnformasi Rumah Sakit. 
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(61) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional 
menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi 
terkait. 

(59) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang 
bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional. 

(60) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, 
peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, 
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. 

(58) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur Rumah Sakit. 

(57) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Anggota 
1/Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi atas usulan 
Direktur Rumah Sakit. 

(56) Komite Medik memberikan pertimbangan kepada Direktur 
tentang penerimaan tenaga medik untuk bekerja di RSBPB 
dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi. 

(55) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan 
kepada Direktur dalam hal standar pelayanan medik, 
pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medik, hak 
klinis khusus kepada staf Medik Fungsional, program 
pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan. 

(54) Komite Medik adalah wadah non struktural yang 
keanggotaannya dipilih oleh wakil-wakil Stat Medik 
Fungsional. 

(53) Setiap lnstalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam 
jabatan non struktural. 

(52) lnstalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan 
pendidikan, pelatihan, penelitian, pengmebangan, 
pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit serta 
penunjang administrasi rumah sakit. 

(51) lnstalasi Diktat Dan Perpustakaan adalah tempat untuk 
melakukan pelayanan perpustakaan dan pendidikan dan 
laithan. 

(50) lnstalasi Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit adalah tempat 
melakukan kegiatan sanitasi lingkungan dan limbah rumah 
sakit. 

dan monitoring piutang Rumah Sakit. 

(49) lnstalasi Pemeliharan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit 
adalah tempat penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan 
prasarana rumah sakit. 
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(72) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(70) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja. 

(71} Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(68) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(69) Kelompok Jabatan tersebut dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit. 

(66) Penempatan Tenaga Non Medis dilakukan oleh Wakil 
Direktur Umum dan Keuangan atas usulan Kepala 
Bidang/Bagian terkait sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(67) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan 
non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan 
fungsional. 

(62) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional 
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala lnstalasi. 
Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh 
Wakil Direktur Medik dan Keperawatan. 

(63) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang 
pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan 
pelayanan terhadap pasien. 

(64) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang 
bekerja di lnstalasi bertanggung jawab kepada Kepala 
lnstalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian/Bidang Terkait. 

(65) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang 
pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan 
pelayanan terhadap pasien. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
17 ayat (1), Direktorat Perencanaan Teknik 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan dan penyusunan rencana tata guna lahan, 

tata bangunan dan sarana utilitas; 
b. Penyiapan dan penyusunan rencana perhubungan darat, 

perhubungan laut, dan perhubungan udara; 
c. Penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan hidup, 

lingkungan sosial dan pemukiman serta pertamanan. 

(1) Direktorat Perencanaan Teknik mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan perencanaan tata guna lahan 
dan utilitas, perencanaan perhubungan dan perencanaan 
lingkungan. 

DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIK 

Anggota 2/Deputi Bidang Bina Sarana dan Prasarana sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 3 terdiri dari : 
a. Direktorat Perencanaan Teknik; 
b. Direktorat Pembangunan; 
c. Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Balai Agribisnis; 
d. Direktorat Pengamanan; 
e. Direktorat Lalu Lintas Barang; 
f. Kantor Pengelolaan Air dan Limbah. 

Pasal 17 

Pasal16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, 
Anggota 2/Deputi Bidang Bina Sarana dan Prasarana 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan perencanaan teknik sarana dan prasarana 
b. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. 
c. Pelaksanaan pengelolaan pemukiman, lingkungan dan 

agribisnis; 
d. Pelaksanaan pengamanan; 
e. Pelaksanaan pelayanan lalu lintas barang: 
f. Pelaksanaan pengelolaan air dan limbah. 

Pasal15 

Anggota 2/Deputi Bidang Bina Sarana dan Prasarana mempunyai 
tugas menyelenggarakan pelaksanaan perencanaan teknik, 
pembangunan sarana dan prasarana, pemukiman, lingkungan dan 
Agribisnis, pengamanan, lalu lintas barang serta pengelolaan air 
dan limbah. 

Pasal 14 

BAB Ill 

ANGGOTA 2/DEPUTI BIDANG BINA SARANA DAN PRASARANA 
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(12) Sub Direktorat Perencanaan Perhubungan terdiri dari: 
a. Seksi Perhubungan Darat; 
b. Seksi Perhubungan Laut; 
c. Seksi Perhubungan Udara. 

(11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
17 ayat (10), Sub Direktorat Perencanaan Perhubungan 
rnenyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan 

sarana perhubungan darat 
b. Penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan 

sarana perhubungan laut 
c. Penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan 

sarana perhubungan udara. 

(10) Sub Direktorat Perencanaan Perhubungan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana dan 
program prasarana dan sarana perhubungan. 

(8) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan peraturan, ketentuan tata 
bangunan dan menerbitkan Fatwa Planologi. 

(9) Seksi Sarana Utilitas mempunyai tuas melakukan penyiapan 
dan penyusunan rencana prasarana dan sarana utilitas. 

(7) Seksi Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana kawasan, site plan, dan 
grading plan, serta menerbitkan Sketsa Lokasi. 

(6) Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Lahan dan Utilitas 
terdiri dari: 
a. Seksi Tata Guna Lahan; 
b. Seksi Tata Bangunan; 
c. Seksi Sarana Utilitas 

(4) Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Lahan Dan Utilitas 
mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana dan 
program tata guna lahan, tata bangunan, site plan dan 
grading plan serta sarana utilitas. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
17 ayat (4), Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Lahan 
dan Utilitas menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan dan penyusunan rencana tata guna lahan; 
b. Penyiapan dan penyusunan rencana tata bangunan; 
c. Penyiapan dan penyusunan rencana sarana utilitas. 

(3) Direktorat Perencanaan Teknik sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 11 terdiri dari: 
a. Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Lahan dan 

Utilitas; 
b. Sub Direktorat Perencanaan Perhubungan; 
c. Sub Direktorat Perencanaan Lingkungan. 
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(1) Direktorat Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana dan 
sarana, rencana pengembangan dan pelayanan kerjasama 
usaha serta melakukan koordinasi dengan unit kerja I 
lembaga terkait lainnya. 

DIREKTORAT PEMBANGUNAN 

Pasal18 

(20) Seksi Lingkungan Sosial Dan Pemukiman mempunyai tugas 
melakukan penyiapan dan penyusunan studi dan rencana 
yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan pemukiman. 

(21) Seksi Perencanaan Pertamanan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan 
penataan pertamanan serta penghijauan. 

(19) Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan studi dan rencana, peraturan 
dan ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

( 18) Sub Direktorat Perencanaan Lingkungan terdiri dari: 
a. Seksi Lingkungan Hidup; 
b. Seksi Lingkungan Sosial dan Pemukiman; 
c. Seksi Perencanaan Pertamanan 

( 17) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
17 ayat ( 16), Sub Direktorat Perencanaan Lingkungan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan hidup; 
b. Penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan sosial 

dan pemukiman; 
c. Penyiapan dan penyusunan rencana dan penataan 

pertamanan. 

(16) Sub Direktorat Perencanaan Lingkungan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program 
lingkungan dan pemukiman dan pertamanan. 

( 13) Seksi Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana 
jalan, jembatan, rel kereta api, dan bangunan pelengkap 
lainnya. 

(14) Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana 
pelabuhan, dermaga, terminal, jetty, ponton, peralatan 
navigasi, pengerukan dan bangunan pelengkap lainnya. 

(15) Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana 
bandar udara, landasan, apron, terminal, peralatan navigasi 
dan bangunan pelengkap lainnya. 
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(9) Seksi Bangunan Pelabuhan mempunyai tugas 
melaksanakan dan mengawasi pembangunan bangunan 
pelabuhan laut. 

(10) Sub Direktorat Jalan, Jembatan, Bandara, Utilitas dan 
Pematangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan dan 
mengawasi pembangunan prasarana jalan, jembatan, 
bandara, jarlngan drainase dan utilitas serta pematangan 
lahan. 

(8) Seksi Waduk mempunyai tugas melaksanakan dan 
mengawasi pembangunan bangunan dam dan waduk. 

(7) Seksi Bangunan Gedung dan Mekanlkal Elektrikal 
melaksanakan tugas melakukan kegiatan pelaksanaan 
pembangunan dan penilaian bangunan dari segi persyaratan 
mekanikal dan elektrikal serta pengawasan pembangunan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
18 ayat (1), Direktorat Pembangunan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana; 
b. Pelaksanaan pengawasan pembangunan sarana dan 

prasarana. 
c. Pelaksanaan penyiapan rencana pengembangan dan 

pelaksanaan pelayanan kerjasama usaha. 
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/lembaga 

terkait lainnya. 

(3} Direktorat Pembangunan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 12 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Bangunan Gedung dan Bangunan Air. 
b. Sub Direktorat Jalan, Jembatan, Bandara, Utilitas dan 

Pematangan Lahan. 
c. Sub Direktorat Pengembangan Usaha. 

(4} Sub Direktorat Bangunan Gedung dan Bangunan Air 
mempunyai tugas melaksanakan dan pengawasan 
pembangunan bangunan gedung, mekanikal dan elektrikal 
serta dam dan waduk serta bangunan pelabuhan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud Pasal 
18 ayat (4), Sub Direktorat Bangunan Gedung dan 
Bangunan Air menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, dam, 

waduk dan bangunan pelabuhan; 
b. Pelaksanaan pengawasan pembangunan bangunan 

gedung, dam, waduk dan bangunan pelabuhan; 
c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/lembaga 

terkait lainnya. 

(6) Sub Direktorat Bangunan Gedung dan Bangunan Air terdiri 
dari: 
a. Seksi Bangunan Gedung dan Mekanikal Elektrikal. 
b. Seksi Waduk. 
c. Seksi Bangunan Pelabuhan Laut. 
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(16) Sub Oirektorat Pengembangan dan Kerjasama Usaha 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana 
pengembangan dan pelaksanaan pelayanan kerjasama 
usaha dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

{17) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
18 Ayat (16), Sub Direktorat Pengembangan dan Kerjasama 
Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha. 
b. Pelaksanaan pelayanan kerjasama usaha. 

(18) Sub Direktorat Pengembangan Usaha terdiri dari : 
a. Seksi Pengembangan Usaha. 
b. Seksi Pelayanan dan Kerjasama Usaha. 

(19) Seksi Pengembangan Usaha melakukan tugas perencanaan 
dan penyiapan pengembangan usaha. 

(20) Seksi Pelayanan dan Kerjasama Usaha melakukan tugas 
pelaksanaan pelayanan kerjasama usaha. 

(15) Seksi Pematangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan 
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembukaan 
dan pematangan lahan untuk mencegah terjadinya erosi dan 
sedimentasi. 

(14) Seksi Jaringan Drainase dan Utilitas mempunyai tugas 
melakukan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
jaringan drainase, jaringan listrik, gas dan telekomunikasi. 

(13) Seksi Jalan, Jembatan dan Bandara mempunyai tugas 
melakukan pembangunan dan pengawasan pembangunan 
jalan, jembatan, bangunan Bandar udara dan bangunan 
pelengkap lainnya, pemberian ijin pemakaian jalan dan 
jembatan yang berkaitan dengan kegiatan proyek dan 
pemindahan tanah termasuk kendaraan bermuatan yang 
tidak standar. 

(12} Sub Direktorat Jalan, Jembatan, Bandara, Utilitas dan 
Pematangan Lahan terdiri dari : 
a. Seksi Jalan, Jembatan dan Bandara. 
b. Seksi Jaringan Drainase dan Utilitas. 
c. Seksi Pematangan Lahan. 

(11) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
18 ayat (10), Sub Oirektorat Jalan, Jembatan, Bandara, 
Utilitas dan Pematangan Lahan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana 

jalan, jembatan dan bangunan Bandar udara. 
b. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jaringan 

drainase dan utilitas. 
c. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian 

pelaksanaan pembukaan dan pematangan lahan untuk 
mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi. 
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(9) Sub Direktorat Pengelolaan Pemukiman mempunyai tugas 
melaksanakan monitoring infrastruktur dan pemukiman, 
penghijauan dan pemeliharaan taman kota, hijau lingkungan 
dan penataan reklame. 

(8) Seksi Monitoring dan Evaluasi Rumah Susun mempunyai 
tugas melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan 
rumah susun. 

(7) Seksi Pengelolaan Rumah Susun mempunyai tugas 
melakukan pengelofaan Rumah Susun, metiputi 
perencanaan, pemeliharaan dan pengoperasian serta 
pengamanan. 

(6) Sub Direktorat Penyiapan Pengelolaan Rumah Susun terdiri 
dari: 
a. Seksi Pengelolaan Rumah Susun. 
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Rumah Susun. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
19 ayat (4), Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Susun 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pengelolaan rumah susun. 
b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan rumah 

susun. 

(4) Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Susun mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengelolaan, monitoring dan 
evaluasi rumah susun. 

(3) Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Balai Agribisnis 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 terdiri dari: 
a. Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Susun. 
b. Sub Direktorat Pengelolaan Pemukiman. 
c. Sub Direktorat Balai Agribisnis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
19 ayat (1), Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Balai 
Agribisnis menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan pengelolaan rumah susun. 
b. Pelaksanaan pengelolaan pemukiman. 
c. Pelaksanaan pengelolaan balai agribisnis. 

(1) Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Balai Agribisnis 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun, 
pemukiman dan balai agribisnis serta melakukan koordinasi 
dengan unit kerja / lembaga terkait. 

DIREKTORAT PEMUKIMAN, LINGKUNGAN DAN 
BALAI AGRIBISNIS 

Pasal 19 
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(19) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pemasaran 
serta pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan. 

(18) Seksi Produksi Dan Pemasaran mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan sarana dan prasarana produksi 
agribisnis. 

(17) Sub Direktorat Balai Agribisnis terdiri dari: 
a. Seksi Produksi. 
b. Seksi Pemasaran. 

(14) Sub Direktorat Balai Agribisnis mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan industri 
pertanian terpadu. 

(16) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
19 ayat (15), Sub Direktorat Balai Agribisnis 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan produksi 

dan pengusahaan industri pertanian terpadu. 
b. Pelaksanaan pemasaran, pelayanan jasa agribisnis dan 

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana 
produksi. 

(11) Sub Direktorat Pengelolaan Pemukiman terdiri dari : 
a. Seksi Monitoring lnfrastruktur dan Pemukiman. 
b. Seksi Penghijauan, Pertamanan dan Penataan Reklame. 

(12) Seksi Monitoring lnfrastruktur dan Pemukiman mempunyai 
tugas melakukan pemantauan, penyiapan perencanaan 
infrastruktur pemukiman dan pengurusan administrasi 
Kavling Siap Bangun. 

(13) Seksi Penghijauan, Pertamanan dan Penataan Reklame 
mempunyai tugas melakukan penataan, penghijauan dan 
pemeliharaan serta penerangan taman kota dan penataan 
letak dan estetika melalui pemberian ljin Pemasangan 
Reklame sesuai rencana tata kota. 

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 19 ayat 
(9), Sub Direktorat Pengelolaan Pemukiman 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan monitoring perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur, pemukiman dan Kavling Siap 
Bangun. 

b. Pelaksanaan dan penataan penghijauan dan penerangan 
taman kota sesuai rencana tata kota. 

c. Penentuan tata letak dan estetika melalui pemberian ijin 
pemasangan reklame. 
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(7) Seksi Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas 
melakukan pengamanan lingkungan. penyuluhan, 
penindakan dan membantu pelaksanaan ketertiban umum, 
terhadap ancaman dan gangguan kerusakan lingkungan 
hidup, penambangan bahan galian, penertiban rumah liar 
serta kegiatan lainnya di wilayah kerja Sadan Pengusahaan 
Batam. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
20 ayat (4), Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan dan 
Hutan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan sistem pengamanan 

lingkungan dan hutan. 
b. Penyiapan pembinaan penyuluhan, penindakan dan 

membantu pelaksanaan ketertiban umum. 
c. Pengamanan gangguan dan kerusakan lingkungan dan 

hutan. 
d. Pelaksanaan penertiban rumah liar dan kegiatan 

bermasalah lainnya. 

(6) Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan terdiri dari 
a. Seksi Pengamanan Lingkungan. 
b. Seksi Pengamanan Hutan. 

( 1) Direktorat Pengamanan mempunyai tugas mefaksanakan 
penyusunan sistem dan pelaksanaan pengamanan 
lingkungan dan hutan, instalasi dan aset, penanggulangan 
bahaya kebakaran di wilayah kerja Sadan Pengusahaan 
Satam serta melakukan koordinasi dengan unit kerja I 
lembaga terkait. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
20 ayat (1 ), Direktorat Pengamanan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyusunan sistem dan pelaksanaan pengamanan 

lingkungan dan hutan. 
b. Pengamanan instalasi dan aset Otorita Satam. 
c. Koordinasi dan pelaksanaan penanggutangan bahaya 

kebakaran dan bencana lainnya. 
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja I lembaga 

terkait. 

(3) Direktorat Pengamanan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 14 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan. 
b. Sub Direktorat Pengamanan lnstalasi dan Aset. 
c. Sub Direktorat Penanggulangan Sahaya Kebakaran. 

(4) Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyuluhan, 
penindakan dan pengaman lingkungan dan hutan serta 
membantu pelaksanaan ketertiban umum. 

DIREKTORAT PENGAMANAN 

Pasaf20 
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(16) Sub Direktorat Penanggulangan Sahaya Kebakaran 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 
penanggulangan bahaya kebakaran, bencana lainnya serta 
penyuluhan dan pemberian sertifikasi kelaikan sistem 
penanggulangan bahaya kebakaran. 

(17} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
20 ayat (16), Sub Direktorat Penanggulangan Sahaya 
Kebakaran menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan sistem penanggulangan 

bahaya kebakaran dan bencana lainnya. 
b. Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran dan 

bencana lainnya. 
c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bahaya 

kebakaran dan bencana lainnya. 
d. Penyuluhan dan pemberian sertifikasi sistem 

penanggulangan bahaya kebakaran. 

(15) Seksi Administrasi dan Operasional Pengamanan 
mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha personil dan 
kebutuhan operasional pengamanan yang meliputi logistik, 
angkutan, inventarisasi aset serta penyusunan rencana kerja 
dan anggaran Direktorat Pengamanan. 

(14) Seksi Sangunan dan Aset mempunyai tugas melakukan 
pengamanan bangunan dan aset Sadan Pengusahaan 
Satam. 

(13) Seksi Pengamanan lnstalasi mempunyai tugas melakukan 
pengamanan gangguan dan kerusakan instalasi Sadan 
Pengusahaan Satam. 

(12) Sub Direktorat Pengamanan lnstalasi dan Aset terdiri dari: 
a. Seksi Pengamanan lnstalasi. 
b. Seksi Pengamanan Sangunan dan Aset. 
c. Seksi Administrasi dan Operasional Pengamanan. 

(11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
20 ayat (10), Sub Direktorat Pengamanan lnstalasi dan Aset 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan pengamanan lnstalasi. 
b. Pelaksanaan pengamanan bangunan dan aset. 
c. Pelaksanaan administrasi dan operasional pengamanan. 

(8} Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan 
pengamanan hutan, penyuluhan, penindakan dan membantu 
pelaksanaan ketertiban umum terhadap gangguan kawasan 
hutan di wilayah kerja Sadan Pengusahaan Satam. 

(9) Sub Direktorat Pengamanan lnstalasi dan Aset mempunyai 
tugas melaksanakan pengamanan terhadap gangguan dan 
ancaman kerusakan terhadap instalasi dan aset Sadan 
Pengusahaan Satam. 



Halaman 32 dari 60 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
21 ayat (4), Sub Direktorat lndustri menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan 

teknis dibidang pengembangan industri skala besar. 
b. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan 

teknis dibidang pengembangan industri skala kecil dan 
menengah. 

(4) Sub Direktorat lndustri mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pembinaan dan pemberian layanan usaha 
dibidang perindustrian. 

(1) Direktorat Lalu Lintas Barang mempunyai tugas melakukan 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian 
layanan industri, perdagangan serta melakukan monitoring 
dan pelaporan perdagangan dan industri di wilayah kerja 
Badan Pengusahaan Batam. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
21 ayat (1), Direktorat Lalu Lintas Barang menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan usaha 

dibidang perindustrian skala besar dan skala kecil. 
b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan usaha 

dibidang perdagangan dalam dan luar negeri. 
c. Pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan perdagangan dan industri. 

(3) Direktorat Lalu Lintas Barang sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 15 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat lndustri. 
b. Sub Direktorat Perdagangan. 
c. Sub Direktorat Monitoring dan Pelaporan Perdagangan 

dan lndustri. 

DIREKTORAT LALLI LINTAS BARANG 

Pasal 21 

(19) Seksi Penanggulangan mempunyai tugas penanggulangan 
bahaya kebakaran dan bencana lainnya, serta melakukan 
penelitian sebab-sebab kebakaran. 

(20) Seksi Pencegahan Dan Keselamatan Kerja mempunyai 
tugas melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis 
pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat, instansi, 
pabrik dan badan usaha lainnya serta menyiapkan 
pemberian sertifikasi kelaikan sistem penanggulangan 
bahaya kebakaran. 

(18) Sub Direktorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri 
dari: 
a. Seksi Penanggulangan. 
b. Seksi Pencegahan dan Keselamatan Kerja. 
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(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
21 ayat (14), Sub Direktorat Monitoring dan Pelaporan 
Perdagangan dan lndustri menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan verifikasi lapangan. 
b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

perdagangan. 
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan industri. 

(14) Sub Direktorat Monitoring Dan Pelaporan Perdagangan Dan 
lndustri mempunyai tugas melaksanakan monitoring, 
evaluasi dan pelaporan perdagangan dan industri. 

(12) Seksi Barang lndustri mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang 
perdagangan barang industri. 

(13) Seksi Barang Konsumsi mempunyai tugas menyiapkan 
bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang 
perdagangan barang konsumsi. 

(11) Sub Direktorat Perdagangan terdiri dari : 
a. Seksi Barang lndustri. 
b. Seksi Barang Konsumsi. 

(9) Sub Direktorat Perdagangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian 
layanan usaha dibidang perdagangan. 

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
21 ayat (9), Sub Direktorat Perdagangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan 

teknis dibidang perdagangan barang industri. 
b. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan 

teknis dibidang perdagangan barang konsumsi. 

(8) Seksi lndustri Skala Kecil mempunyai tugas menyiapkan 
bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang 
pengembangan industri skala kecil, analisa teknis untuk 
memberikan rekomendasi dan perijinan dibidang industri 
KPBPB Batam dan mengelola laboratorium. 

(6) Sub Direktorat lndustri terdiri dari : 
a. Seksi lndustri Skala Besar. 
b. Seksi lndustri Skala Kecil dan Menengah. 

(7) Seksi lndustri Skala Besar mempunyai tugas menyiapkan 
bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang 
pengembangan industri skala besar, analisa teknis untuk 
memberikan rekomendasi dan perijinan dibidang industri 
KPBPB Batam 
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(6) Bagian Administrasi terdiri dari : 
a. Subbagian Tata Usaha. 
b. Subbagian Administrasi Pendapatan dan Pelayanan 

Pelanggan. 

(4) Bagian Adminstrasi mempunyai tugas melaksanakan 
urusan ketatausahaan, administrasi pendapatan dan 
pelayanan pelanggan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
22 ayat (4), Bagian Administrasi mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. 
b. Pelaksanaan urusan administrasi pendapatan dan 

pelayanan pelanggan. 

(3) Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 16 terdiri dari : 
a. Bagian Administrasi. 
b. Bidang Pengelolaan Air. 
c. Bidang Pengelolaan Waduk. 
d. Bidang Pengelolaan Limbah. 

(1) Kantor Pengelolaan Air dan Limbah mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan jasa air dan 
limbah di wilayah kerja Sadan Pengusahaan Batam. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
22 ayat (1), Kantor Pengelolaan Air dan Limbah 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengamanan 

waduk dan daerah tangkapan air. 
b. Pelaksanaan urusan pengelolaan air bersih. 
c. Pelaksanaan urusan pengelolaan limbah. 
d. Pelaksanaan urusan administrative, pendapatan dan 

pelayanan pelanggan pada Kantor Pengelolaan Air dan 
Limbah. 

KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH 

Pasal22 

(18} Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan lndustri 
mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring, evaluasi 
dan pelaporan realisasi lndustri. 

(16) Sub Direktorat Monitoring dan Pelaporan Perdagangan dan 
lndustri terdiri dari : 
a. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perdagangan. 
b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan lndustri. 

(17} Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perdagangan 
mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring, evaluasi 
dan pelaporan realisasi Perdagangan. 
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(18) Seksi Program dan Evaluasi Air mempunyai tugas 
melakukan perencanaan program dan evatuasi dalam 
pengelolaan dan pemantauan air bersih dan air baku. 

(17) Seksi Air Baku Dan Air Bersih mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan dan pemantauan air bersih dan air baku. 

(16) Bidang Pengelolaan Air terdiri dari: 
a. Seksi Air Baku dan Air Bersih. 
b. Seksi Program dan Evaluasi Air. 

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
22 Ayat (14), Bidang Pengelolaan Air menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan pengelolaan air baku dan air bersih. 
b. Pelaksanaan pemantauan pelayanan air baku dan air 

bersih. 
c. Petaksanaan evaluasi pelayanan air baku dan air bersih. 

(14) Bidang Pengelolaan Air mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan dan pemantauan pelayanan air baku dan air 
bersih. 

(13) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Waduk mempunyai 
tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan 
waduk dan daerah tangkapan air. 

(12) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas 
melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan waduk. 

(11) Bidang Pengelolaan Waduk terdiri dari : 
a. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 
b. Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Waduk 

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud Pasal 
22 Ayat (9), Bidang Pengelolaan Waduk menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi waduk. 
b. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan 

pengamanan waduk. 

(9) Bidang Pengelolaan Waduk mempunyai tugas 
melaksanakan monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan 
pengamanan daerah tangkapan air. 

(8) Subbagian Administrasi Pendapatan dan Pelayanan 
Pelanggan mempunyai tugas melakukan urusan 
administrasi pendapatan dan piutang serta melakukan 
urusan administrasi pelayanan pelanggan. 

(7) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan dan rumah tangga serta inventarisasi aset. 
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Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi dan Program mempunyai 
tugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan kegiatan di 
bidang perencanaan program, penelitian dan pengembangan, 
umum, kepegawaian, anggaran dan keuangan, tata usaha, arsip 
dan dokumentasi serta protokol. 

Pasal 23 

BABIV 
ANGGOTA 3/DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN PROGRAM 

(28) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(27) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (26) 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(26) Jumlah Tenaga fungsional tersebut ayat (25) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(25) Kelompok Jabatan tersebut ayat (24) dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. 

(22) Seksi Limbah Domestik mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pengolahan limbah domestik. 

(23) Seksi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai 
tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pengolahan limbah bahan beracun dan 
berbahaya. 

(24) Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri atas sejumlah 
tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(21) Bidang Pengelolaan Limbah terdiri dari : 
a. Seksi Limbah Domestik 
b. Seksi Limbah 83. 

(19) Bidang Pengelolaan Limbah tnempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pengolahan limbah. 

(20) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
22 ayat (19), Bidang Pengelolaan Limbah 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pengelolaan limbah domestik. 
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pengolahan limbah bahan beracun dan 
berbahaya (83). 
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(3) Biro Perencanaan Program dan Litbang sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 17 terdiri dari : 
a. Bagian Perencanaan Wilayah; 
b. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran; 
c. Bagian Penelitian dan Pengembangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud Pasal 
26 ayat (1), Biro Perencanaan Program dan Litbang 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Tata Ruang 

Pengembangan Wilayah Strategis Nasional Batam. 
b. Penyiapan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

pemetaan wilayah pengembangan strategis. 
c. Penyiapan dan penyusunan rencana program dan 

anggaran. 
d. Penyiapan dan penyusunan rencana penelitian 

pengembangan sarana, prasarana dan investasi. 

(1) Biro Perencanaan Program, Penelitian dan Pengembangan 
mempunyai tugas menyiapkan, dan melaksanakan 
perencanaan wilayah, perencanaan program dan anggaran 
serta penelitian dan pengembangan. 

BIRO PERENCANAAN PROGRAM, 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 26 

Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi dan Program sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 4 terdiri dari : 
a. Biro Perencanaan Program dan Litbang; 
b. Biro Umum; 
c. Biro Kepegawaian; 
d. Biro Keuangan; 
e. Biro Sekretariat dan Protokol. 

Pasal 25 

rancangan 
pemetaan, 
serta dan 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, 
Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi dan Program 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan 

perencanaan program pengembangan wilayah, 
penyusunan program rutin dan pembangunan 
penelitian serta pengembangan. 

b. Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rencana kegiatan 
umum. 

c. Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rencana kegiatan 
kepegawaian. 

d. Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rencana anggaran 
dan keuangan. 

e. Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rencana tata usaha, 
arsip dan dokumentasi serta protokol. 

Pasal24 
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(12) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan, penyusunan dan moitoring 

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
26 ayat (9), Bagian Perencanaan Program dan Anggaran 
mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis Bisnis. 
b. Penyiapan dan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran 

(RBA) Tahunan. 
c. Mengkaji dan menelaah usulan Rencana Bisnis 

Anggaran (RBA) Tahunan unit kerja. 
d. Penyiapan dan penyusunan harga standar pekerjaan. 
e. Penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran. 

(11) Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan Program; 
b. Subbagian Perencanaan Anggaran. 

(9) Bagian Perencanaan Program Dan Anggaran mempunyai 
tugas melakukan penyiapan dan penyusunan program dan 
anggaran rutin pembangunan. 

(8) Subbagian Pemetaan mempunyai tugas melakukan 
kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan lokasi sesuai 
rencana tata ruang wilayah strategis dan menyusun pola 
pengembangan tata ruang. 

(7) Subbagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugas 
melakukan penyiapan dan penyusunan rencana umum tata 
ruang pengembangan wilayah strategis dan rencana detail 
tata ruang kawasan pengembangan strategis. 

(6) Bagian Perencanaan Wilayah terdiri dari : 
a. Subbagian Pengembangan Wilayah. 
b. Subbagian Pemetaan. 

tug as 
Ruang 
Batam, 

Wilayah 

Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai 
menyiapkan dan menyusun Rencana Tata 
Pengembangan Wilayah Strategis Nasional 
menyusun dan melaksanakan Pemetaan 
Pengembangan Strategis. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
26 ayat (4), Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai 
fungsi: 
a. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Tata Ruang 

Pengembangan Wilayah Strategis Batam. 
b. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Detail Tata 

Ruang Pengembangan Wilayah Strategis Batam. 
c. Penylapan, penyusunan dan pelaksanaan rencana 

Pemetaan Wilayah Pengembangan Strategis Nasional 
Batam. 

d. Penyiapan dan penyusunan pola pengembangan 
wilayah. 

(4} 



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 
(1), Biro Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan 

pemeliharaan; 
b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan peralatan; 

-man 39da060 ~ 0,- ~ 

(1) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
kerumahtanggaan, perlengkapan dan peralatan, kerjasama 
dan bantuan hukum serta organisasi tata laksana. 

BIROUMUM 

Pasal27 

(16) Bagian Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: 
a. Subbagian Penelitian dan Pengembangan Sarana dan 

Prasarana; 
b. Subbagian Penelitian dan Pengembangan lnvestasi. 

(17) Subbagian Penelitian Dan Pengembangan Sarana Dan 
Prasarana mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan penelitian dan pengembangan sarana dan 
prasarana serta mengkaji dan menelaah hasil penelitian 
dan pengembangan. 

(18) Subbagian Penelitian Dan Pengembangan lnvestasi 
mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan dan 
melaksanakan penelitian dan pengembangan investasi 
serta mengkaji dan menelaah hasil penelitian dan 
pengembangan investasi. 

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
26 ayat ( 14 ), Bagian Penelitian dan Pengembangan 
mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan dan penyusunan Rencana Penelitian dan 

Pengembangan sarana dan prasarana; 
b. Mengkaji dan menelaah hasil penelitian dan 

pengembangan sarana dan prasarana. 
c. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan Rencana 

Penelitian dan Pengembangan lnvestasi. 
d. Mengkaji dan menelaah hasil penelitian dan 

pengembangan investasi. 

(13) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana Kerja 
Anggaran serta menyusun harga standar/patokan 
pekerjaan. 

(14) Bagian Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas 
menyiapkan dan melaksanakan rencana penelitian dan 
pengembangan sarana, prasarana dan investasi. 

pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis 
Anggaran (RBA) Tahunan, mengkaji dan menelaah usulan 
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan unit kerja. 
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(12) Bagian Perlengkapan dan Peralatan terdiri dari: 
a. Subbagian Pengadaan. 
b. Subbagian lnventarisasi dan Penghapusan Aset. 

(11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
27 ayat (10), Bagian Perlengkapan dan Peralatan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian aset; 
b. Pelaksanaan urusan inventarisasi dan penghapusan 

aset serta pelaporan. 

(10) Bagian Perlengkapan Dan Peralatan mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, 
pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan aset serta 
pelaporan. 

(9) Subbagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan 
urusan pengelolaan asst, meliputi pencatatan, administrasi, 
keuangan. 

(8) Subbagian Pemeliharaan Aset mempunyai tugas 
melakukan urusan pemeliharaan aset. 

(7) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan 
urusan pengadaan kebutuhan rumah tangga, angkutan, 
akomodasi, dan keamanan dalam. 

(6) Bagian Rum ah T angga dan Pemeliharaan terdiri dari : 
a. Subbagian Rumah Tangga 
b. Subbagian Pemeliharaan Aset 
c. Subbagian Pengelolaan Aset 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
27 ayat (4), Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan rencana pengadaan kebutuhan rumah 

tangga, angkutan, akomodasi dan keamanan dalam; 
b. Pelaksanaan pemeliharaan aset. 
c. Pelaksanaan pengelolaan aset. 

(3) Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18 
terdiri dari : 
a. Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan; 
b. Bagian Perlengkapan dan Peralatan; 
c. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; 

(4) Bagian Rumah Tangga Dan Pemeliharaan mempunyai 
tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pelayanan 
umum, pengelolaan dan pemeliharaan asset serta 
pelaporan. 

c. Pelaksanaan urusan kerjasama dan bantuan hukum 
serta organisasi tata laksana; 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
28 ayat (1), Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana dan evaluasi kepegawaian; 
b. Pelaksanaan urusan mutasi pegawai dan 

ketatausahaan kepegawaian; 
c. Pelaksanaan pengembangan pegawai dan kerjasama 

pendidikan dan pelatihan. 

(1) Biro Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan 
melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi 
kepegawaian, pelaksanaan persiapan urusan mutasi dan 
ketata usahaan, serta kegiatan pengembangan dan 
kerjasama pendidikan/pelatihan. 

BIRO KEPEGAWAIAN 

Pasal28 

(20) Subbagian Organisasi Dan Tata Laksana mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan analisis organisasi dan tata 
laksana. 

(19) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan bantuan hukum dan klaim serta 
dokumentasi hukum. 

( 18) Subbagian Peraturan Dan Perikatan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan telaahan, perancangan dan 
penyusunan peraturan perikatan. 

(17) Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari: 
a. Subbagian Peraturan dan Perikatan. 
b. Subbagian Bantuan Hukum. 
c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. 

(16) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
27 ayat (15), Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan telaahan, perancangan dan penyusunan 

peraturan dan perikatan . 
b. Pemberian bantuan hukum dan klaim serta dokumentasi 

hukum; 
c. Pelaksanaan analisis organisasi dan tata laksana. 

(13) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pengadaan, penyimpanan, 
pendistribusian aset. 

(14) Subbagian lnventarisasi dan Penghapusan Aset 
mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan 
penghapusan aset serta pelaporan. 

(15) Bagian Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana mempunyai 
tugas melaksanakan telaahan, perancangan dan menyusun 
perundang-undangan, bantuan hukum dan klaim serta 
analisis organisasi dan tata laksana. 
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(13) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan dan pelaksanaan tata usaha 
kepegawaian, data dan informasi pegawai, rumah tangga 
kepegawaian, serta kesejahteraan pegawai. 

(11} Bagian Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian terdiri dari : 
a. Subbagian Mutasi Pegawai; 
b. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian. 

(12) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, 
pemindahan, pemberhentian, pensiun dan administrasi 
mutasi pegawai. 

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
28 ayat (9), Bagian Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian 
melaksanakan fungsi : 
a. Penyiapan bahan penetapan mutasi pegawai; 
b. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian. 

(9) Bagian Mutasi Dan Tata Usaha Kepegawaian mempunyai 
tugas rnelaksanakan penyiapan penetapan mutasi pegawai 
dan tata usaha kepegawaian. 

(8) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penataan peraturan kepegawaian, disiplin 
pegawai, administrasi penghargaan pegawai, dan eva!uasi 
kepegawaian. 

(6) Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepegawaian terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Evaluasi. 

(7) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan 
pengadaan pegawai. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
28 ayat (4), Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 

pegawai dan pengadaan pegawai; 
b. Penyiapan bahan evaluasi kepegawaian 

(3) Biro Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
19 terdiri dari : 
a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepegawaian; 
b. Bagian Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian; 
c. Bagian Pengembangan Pegawai. 

(4) Bagian Perencanaan Dan Evaluasi Kepegawaian 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan 
kebutuhan, pengadaan. penempatan pegawai serta 
evaluasi kepegawaian. 
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(4) Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan dan penyusunan rencana anggaran dan rencana 
pendapatan, serta pemantauan dan evaluasi anggaran rutin 
dan pembangunan. 

(3) Biro Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20 
terdiri dari: 
a. Bagian Anggaran; 
b. Bagian Perbendaharaan dan lnventarisasi; 
c. Bagian Verifikasi dan Pembukuan; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 
(1), Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan 

pendapatan; 
b. Pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan 

inventarisasi ; 
c. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pembukuan; 

(1) Biro Keuangan mempunyai tugas membina, melaksanakan 
dan merumuskan rencana anggaran dan pendapatan, 
pengelolaan perbendaharaan dan inventarisasi, serta 
verifikasi dan pembukuan. 

BIRO KEUANGAN 

Pasal29 

(18) Subbagian Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan 
mempunyai tugas melakukan urusan kerjasama pendidikan 
dan pelatihan pegawai. 

(14) Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana pengembangan 
pegawai dan kerjasama pendidikan dan pelatihan pegawai. 

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
28 ayat (14), Bagian Pengembangan Pegawai 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan 

pegawai; 
b. Pelaksanaan urusan kerjasarna pendidikan dan 

pelatihan. 

(16) Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari: 
a. Subbagian Analisa Kebutuhan; 
b. Subbagian Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan. 

(17) Subbagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas meakukan 
penyiapan dan melaksanakan program penataan 
kebutuhan pengembangan pegawai. 
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(13) Bagian Perbendaharaan dan lnventarisasi terdiri dari: 
a. Subbagian Pembiayaan Rutin; 
b. Subbagian Pembiayaan Pembangunan; 
c. Subbagian Pendapatan dan Piutang; 
d. Subbagian lnventarisasi dan Pengelolaan Kekayaan 

Negara. 

(12) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
29 ayat (11 ), Bagian Perbendaharaan dan lnventarisasi 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan dan pelaksanaan administrasi pernbiayaan 

rutin; 
b. Penyusunan dan pelaksanaan administrasi pembiayaan 

pembangunan; 
c. Pelaksanaan administrasi pendapatan dan piutang; 
a. Pelaksanaari inventarisasi aset Badan Pengusahaan 

dan pengeloaan kekayaan negara. 

(11) Bagian Perbendaharaan Dan lnventarisasi mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan 
administrasi pendapatan dan piutang, administrasi 
pembiayaan rutin dan pembangunan serta inventarisasi 
aset Badan Pengusahaan dan pengelolaan kekayaan 
negara. 

(10) Subbagian Pemantauan Dan Evaluasi Anggaran 
Pembangunan mernpunyai tugas melakukan pemantauan 
dan penyiapan evaluasi pelaksanaan anggaran 
pembangunan. 

(9) Subbagian Pemantauan Dan Evaluasi Anggaran Rutin 
mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyiapan 
evaluasi pelaksanaan anggaran rutin; 

(8) Subbagian Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan dan penyusunan rencana 
pendapatan; 

(7) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana 
anggaran dan belanja; 

(6) Bagian Anggaran terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan Anggaran; 
b. Subbagian Perencanaan Pendapatan; 
c. Subbagian Pernantauan dan Evaluasi Anggaran Rutin; 
d. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran 

Pembangunan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
29 ayat (4), Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana anggaran; 
b. Penyusunan rencana pendapatan; 
c Pemantauan dan evaluasi anggaran rutin; 
d. Pemantauan dan evaluasi anggaran pembangunan. 
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(1) Biro Sekretariat dan Protokol mempunyai tugas 
melaksanakan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi 
dan perpustakaan, keprotokolan, perjalanan dinas dan 
kerjasama kemasyarakatan. 

BIRO SEKRETARIAT DAN PROTOKOL 

Pasal30 

(23) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan 
urusan pembukuan pendapatan dan pembiayaan. 

(22) Subbagian Verifikasi Pendapatan mempunyai tugas 
melakukan urusan verifikasi pendapatan. 

( 16) Subbagian Pendapatan Dan Piutang mempunyai tugas 
melakukan penyiapan dan penyusunan administrasi 
pendapatan dan piutang; 

(17) Subbagian lnventarisasi Dan Pengelolaan Kekayaan 
Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan dan 
penyusunan kegiatan inventarisasi aset Sadan 
Pengusahaan Batam dan pengelolaan kekayaan negara. 

(18) Bagian Verifikasi Dan Pembukuan mernpunyai tugas 
melaksanakan urusan veri fikasi pembiayaan rutin, 
pembiayaan pembangunan, pendapatan dan pelaksanaan 
pembukuan. 

(19) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
29 ayat (18), Bagian Verifikasi dan Pembukuan 
rnenyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan verifikasi pembiayaan rutin dan 

pembangunan; 
b. Pelaksanaan verifikasi pendapatan; 
c. Pelaksanaan pembukuan. 

(20) Bagian Verifikasi dan Pembukuan terdiri dari: 
a. Subbagian Verifikasi Pembiayaan Rutin dan 

Pembangunan; 
b. Subbagian Verifikasi Pendapatan; 
c. Subbagian Pembukuan. 

{21) Subbagian Verifikasi Pembiayaan Rutin Dan Pembangunan 
mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan venifikasi 
pembiayaan rutin dan permbangunan. 

(15) Subbagian Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan dan penyusunan pelaksanaan 
administrasi pembiayaan pembangunan; 

(14) Subbagian Pembiayaan Rutin mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan pelaksanaan administrasi 
pembiayaan rutin; 
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{9) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Wakil Kepala Sadan 
Pengusahaan mempunyai tugas melakukan urusan surat 

(8) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Kepala Sadan 
Pengusahaan mempunyai tugas melakukan urusan surat 
menyurat, pengetikan, pengagendaan dan penggandaan, 
tata naskah, serta layanan komunikasi di lingkungan Kepala 
Sadan Pengusahaan; 

(7) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, 
pengagendaan dan penggandaan, tata naskah, serta 
layanan komunikasi di lingkungan Sadan Pengusahaan 
Batam. 

(6) Bagian Sekretariat terdiri dari : 
a. Subbagian Tata Usaha. 
b. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Kepata Sadan 

Pengusahaan. 
c. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Wakil Kepala Badan 

Pengusahaan. 
d. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 1/Deputi 

Bidang Pelayanan dan Promosi. 
e. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 2/Deputi 

Bidang Bina Sarana dan Prasarana. 
f. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 3/Deputi 

Bidang Administrasi dan Program . 
g. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 4/Deputi 

Bidang Pengendalian. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
30 ayat (4), Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan ketatausahan dan ketatausahaan 

pimpinan. 
b. Pelaksanaan urusan persuratan. 

(4) Bagian Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas 
melaksanakan urusan ketatausahaan. 

(3) Biro Sekretariat dan Protokol sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 21 terdiri dari: 
a. Bagian Sekretariat. 
b. Bagian Protokol. 
c. Bagian Arsip dan Perpustakaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
30 ayat ( 1), Biro Sekretariat dan Protokol 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan urusan persuratan, ketatausahaan serta 

tata usaha pimpinan. 
b. Pelaksanaan pengarsipan, dokumentasi dan 

perpustakaan. 
c. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas 

serta kerjasama kemasyarakatan. 
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(18) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan 
urusan perjalanan dinas, administrasi biaya perjalanan 
dinas dan layanan rekomendasi izin serta pelaporan. 

(16) Protokol dan Perjalanan Dinas terdiri dari: 
a. Subbagian Protokol. 
b. Subbagian Perjalanan Dinas. 
c. Subbagian Kerjasama Kemasyarakatan. 

(17) Subbagian Protokol mempunyai tugas meiaksanakan 
urusan keprotokolan dan pasasi. 

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
30 ayat 14, Bagian Protokol Dinas menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan keprotokolan. 
b. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas. 
c. Pelaksanaan urusan kerjasama kemasyarakatan. 

(14) Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan 
keprotokolan, perjalanan dinas dan kerjasama 
kemasyarakatan. 

(13) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 4/Deputi 
Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan urusan 
surat menyurat, pengetikan, pengagendaan dan 
penggandaan, tata naskah, serta layanan komunikasi di 
lingkungan Anggota 4/Deputi Bidang Pengendalian; 

(12) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 3/Deputi 
Bidang Administrasi dan Program mempunyai tugas 
melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, 
pengagendaan dan penggandaan, tata naskah, serta 
layanan komunikasi di lingkungan Anggota 3/ Deputi Bidang 
Administrasi dan Program; 

( 11) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 2/Deputi 
Bidang Bina Sarana dan Prasarana mempunyai tugas 
melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, 
pengagendaan dan penggandaan, tata naskah, serta 
layanan komunikasi di lingkungan Anggota 2/Deputi Bidang 
Bina Sarana dan Prasarana; 

(10) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 1/Deputi 
Bidang Pelayanan dan Promosi mempunyai tugas 
melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, 
pengagendaan dan penggandaan, tata naskah, serta 
layanan komunikasi di lingkungan Anggota 1/Deputi Bidang 
Pelayanan dan Promosi; 

menyurat, pengetikan. pengagendaan dan penggandaan, 
tata naskah, serta layanan komunikasi di lingkungan Wakil 
Kepala Sadan Pengusahaan; 
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Anggota 4/Deputi Bidang Pengendalian sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 5 terdiri dari : 
a. Oirektorat Pengendalian T eknik; 
b. Direktorat Pengendalian Pembangunan; 
c. Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kinerja; 
d. Oirektorat Pengendalian Keuangan. 

Pasal33 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31, 
Anggota 4/0eputi Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan 

Badan Pengusahaan Batam. 
b. Merumuskan program pengendalian di lingkungan Sadan 

Pengusahaan Batam. 
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem 

pengendalian kegiatan di lingkungan Sadan Pengusahaan 
Batam. 

d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap hasil 
pemantauan dan evaluasi pengendalian. 

e. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian dengan 
unit kerja terkait. 

Pasal32 

Anggota 4/0eputi Bidang Pengendalian mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi dan menyelenggarakan 
sistem pengendalian pada seluruh kegiatan di lingkungan Sadan 
Pengusahaan Batam. 

Pasal 31 

ANGGOTA 4/DEPUTI BIDANG PENGENOALIAN 

BABV 

(24) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(23) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (21} 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(22) Jumlah tenaga fungsional tersebut ayat (21) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(21) Kelompok Jabatan tersebut ayat (20) dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. 

(20) Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri atas sejumlah 
tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(19) Subbagian Kerjasama Kemasyarakatan mempunyai tugas 
melakukan hubungan kelembagaan dengan pemerintah 
pusat dan daerah serta lembaga non pemerintah. 
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(6) Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana. mempunyai tugas merumuskan, pemantauan, 
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendallan di 
Bidang Teknik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
pemeliharaan seluruh kegiatan Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana, serta Pengelolaan Sistem lnformasi. 

(4) Sub Direktorat Pengendalian Gedung, Konstruksi Bangunan 
Sipil, mempunyai tugas merumuskan, pemantauan, 
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di 
Bidang Teknik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
pemeliharaan seluruh kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil 
dan Gedung. 

(5) Sub Direktorat Pengendalian Taman dan Utilitas, 
mempunyai tug as merumuskan, pemantauan, 
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di 
Bidang Teknik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
pemeliharaan seluruh kegiatan pengendalian Pertamanan, 
dan Utilitas. 

(3) Direktorat Pengendalian Teknik sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 22 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Pengendalian Konstruksi Gedung, 

Bangunan Sipil 
b. Sub Direktorat Pengendalian Pemukiman, Taman dan 

Utilitas. 
c. Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Sarana dan 

Prasarana. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
34 ayat (1), Direktorat Pengendalian Teknik 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang 

teknik. 
b. Merumuskan program pengendalian di bidang teknik. 
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 

pengendalian secara efektif di bidang teknik. 

d. Memberikan sarana perbaikan dan tindaklanjut terhadap 
hasif pemantauan dan evaluasi pengendalian. 

f. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian 
dengan unit kerja terkait. 

(1) Direktorat Pengendalian Teknik mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Teknik meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan seluruh 
kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan 
Pertamanan, Utilitas, dan Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana, serta Pengelolaan Sistem lnformasi. 

OIREKTORAT PENGENDALIAN TEKNIK 

Pasaf34 
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(9) Sub Direktorat Pengendalian Lahan mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
pengendalian pembebasan, pengurusan HPL, dan 
pengalokasian lahan. 

(14) Sub Direktorat Pengendalian lnvestasi mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
investasi PMA, PMDN dan Non-Fasilitas, serta Pengelolaan 
dan Pengusahaan Aset. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
35 ayat (1), Direktorat Pengendalian Pembangunan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di 

Bidang Pembangunan, Lahan, dan lnvestasi. 
b. Merumuskan program pengendalian di Bidang 

Pembangunan. 
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 

pengendalian secara efektif di Bidang Pembangunan. 
d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap 

hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian. 
g. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian 

dengan unit kerja terkait. 

(3) Direktorat Pengendalian Pembangunan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 23 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Pengendalian Pembangunan. 
b. Sub Direktorat Pengendalian Lahan. 
c. Sub Direktorat Pengendalian lnvestasi. 

(4) Sub Direktorat Pengendalian Pembangunan mempunyai 
tugas merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
pembangunan oleh penerima alokasi. 

(1) Direktorat Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan di wilayah kerja Sadan Pengusahaan Batam 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
pembangunan, lahan, investasi PMA, PMDN dan Non 
Fasilitas, serta Pengelolaan dan Pengusahaan Aset. 

DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

Pasal 35 
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(14) Sub Direktorat Pengendalian lnvestasi mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
investasi PMA, PMDN dan Non-Fasilitas, serta Pengelolaan 
dan Pengusahaan Aset. 

(9) Sub Direktorat Pengendalian Lahan mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
pengendalian pembebasan, pengurusan HPL, dan 
pengalokasian Iahan serta pelaksanaan penyiapan 
peringatan/pemberitahuan atas pembatalan, pencadangan 
atau pencabutan alokasi lahan. 

(4) Sub Direktorat Pengendalian Pembangunan mempunyai 
tugas merumuskan, pemantauan. mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
pembangunan oleh penerima alokasi. 

(3) Direktorat Pengendalian Pembangunan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 23 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Pengendalian Pembangunan. 
b. Sub Direktorat Pengendalian Lahan. 
c. Sub Direktorat Pengendalian lnvestasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
35 ayat (1), Direktorat Pengendalian Pembangunan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di 

Bidang Pembangunan, Lahan, dan lnvestasi. 
b. Merumuskan program pengendalian di Bidang 

Pembangunan. 
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 

pengendalian secara efektif di Bidang Pembangunan. 
d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap 

hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian. 
g. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian 

dengan unit kerja terkait. 

(1) Direktorat Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan di wilayah kerja Sadan Pengusahaan Batam 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
pembangunan. lahan, investasi PMA, PMDN dan Non 
Fasilitas, serta Pengelolaan dan Pengusahaan Aset. 

DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

Pasal 35 
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Pengendalian Perlengkapan Dan 
mempunyai tug as merumuskan, 

1 eJ- ~t; 

Sub Direktorat 
Pemeliharaan 

(6) 

Sub Direktorat Pengendalian Perijinan dan Pelayanan 
Masyarakat mempunyai tugas merumuskan, pemantauan, 
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di 
Bidang Organisasi dan Kinerja meliputi perencanaan dan 
pelaksanaan seluruh kegiatan Lalu-lintas Barang dan 
Perijinan serta Petayanan Masyarakat. 

(5) 

Sub Direktorat Pengendalian Kepegawaian, Organisasi dan 
Tatalaksana mempunyai tugas merumuskan, pemantauan, 
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di 
Bidang Organisasi dan Kinerja meliputi perencanaan dan 
pelaksanaan seluruh kegiatan Kepegawaian, Organisasi 
dan Tata Laksana. 

(4) 

(3) 

(2) 

Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kinerja mempunyai 
tugas merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
mendorong terselenggaranya pengendalian di Bidang 
Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Batam meliputi 
perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Organisasi 
dan Tata Laksana, Kepegawaian, Lalulintas Barang dan 
Perijinan, Pefayanan Masyarakat, Pengadaan dan 
Pemeliharaan sarana-prasarana penunjang, lnventarisasi 
dan Penghapusan Aset. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
36 ayat (1), Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kinerja 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di 

Bidang Organisasi dan Kinerja. 
b. Merumuskan program pengendalian di Bidang 

Organisasi dan Kinerja. 
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 

pengendalian secara efektif di Bidang Organisasi dan 
Kinerja. 

d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap 
hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian. 

e. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian 
dengan unit kerja terkait. 

Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kinerja 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Pengendalian Kepegawaian, Organisasi 

dan Tata Laksana. 
b. Sub Direktorat Pengendalian Perijinan dan Pelayanan 

Masyarakat. 
c. Sub Direktorat Pengendalian Perlengkapan dan 

Pemeliharaan. 

(1) 

DIREKTORAT PENGENDALIAN ORGANISASI DAN KINERJA 

Pasal36 
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(9) Sub Direktorat Pengendalian Belanja Modal dan 
Operasional mempunyai tugas merumuskan, pemantauan, 
mengevaluasi, dan mendorong terselenggaranya 
pengendalian di Bidang Keuangan meliputi perencanaan 
dan pelaksanaan seluruh kegiatan Belanja Modal dan 
Operasional. 

(4) Sub Direktorat Pengendalian Pendapatan dan Penerimaan 
mempunyai tugas merumuskan, pemantauan, 
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di 
Bidang Keuangan meliputi perencanaan dan pelaksanaan 
seluruh kegiatan pendapatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
37 ayat (1), Direktorat Pengendalian Keuangan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di 

Bidang Keuangan. 
b. Merumuskan program pengendalian di Bidang 

Keuangan. 
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 

pengendalian secara efektif di Bidang Keuangan. 
d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap 

hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian. 
e. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian 

dengan unit kerja terkait. 

(3) Direktorat Pengendalian Keuangan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 25 terdiri dari : 
a. Sub Direktorat Pengendalian Pendapatan dan 

Penerimaan. 
b. Sub Direktorat Pengendalian Belanja Modal dan 

Operasional. 

(1) Direktorat Pengendalian Keuangan mempunyai tugas 
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan 
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Keuangan 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
Pendapatan, dan Belanja Modal serta Operasional. 

DIREKTORA T PENGENDALIAN KEUANGAN 

Pasal 37 

pemantauan, mengevaluasi, dan menyelenggarakan 
pengendalian di Bidang Organisasi dan Kinerja meliputi 
perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana 
Penunjang, lnventarisasi dan Penghapusan Aset. 
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(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 38 ayat 5, 
Bidang Data dan lnformasi menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengolahan dan 

penyajian data geografis. 
b. Pelaksanaan penyiapan bahan pengolahan dan 

penyajian data umum. 
c. Pelaksanaan penyiapan bahan informasi dan 

penyusunan serta pengembangan sistem informasi. 
d. Pelaporan secara berkala kepada Direktur Direktorat 

Teknologi lnformasi dan Komunikasi mengenai 
perkembangan media dan infostruktur. 

(5) Bidang Data dan lnformasi mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 
data. 

(4) Pusat Pengelolaan Data dan Sistem lnformasi Teknologi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 26 terdiri dari : 
a. Bidang Data dan lnformasi. 
b. Bidang Media dan lnfostruktur. 
c. Bidang Pengusahaan Teknologi lnformasi dan 

Komunikasi. 
d. Bidang Persandian. 

(2) Pusat Pengelolaan Data dan Sistem lnformasi Teknologi 
mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian 
data, penyusunan dan pengembangan sistem aplikasi, 
pemeliharaan dan pengembangan infostruktur, 
pengusahaan teknologi informasi dan pengoperasian 
persandian di fingkungan kerja Sadan Pengusahaan Batam. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
38 ayat (2), Pusat Pengelolaan Data dan Sistem lnformasi 
Teknologi menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengolahan dan penyajian data dan informasi. 
b. Pemeliharaan dan pengembangan infostruktur jaringan. 
c. Pemeliharaan dan pengembangan media dan aplikasi. 
d. Pemeliharaan dan pengembangan dokumen elektronik. 
e. Pengusahaan teknologi lnformasi. 
f. Pengoperasian teknologi persandian. 

(1) Pusat Pengelolaan Data dan Sistem lnformasi Teknologi 
adalah unsur penunjang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sadan 
Pengusahaan Batam dan secara administrasi berada 
dibawah pembinaan Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi 
dan Program. 

Pasal38 

BABVI 

PUSAT PENGELOLMN DATA DAN 
SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI 
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(17) Bidang Pengusahaan Teknologi fnformasi dan Komunikasi 
mempunyai tugas melakukan perencanaan serta 
pelaksanaan pengusahaan, pelatihan teknologi informasi 
serta pelayanan jasa teknologi informasi pada sarana Pusat 
Teknologi lnformasi Sadan dan Komunikasi Pengusahaan 
Batam. 

(14) Subbidang lnfrastruktur Jaringan mempunyai tugas 
melakukan perencanaan, pengembangan dan 
pemeliharaan infrastruktur jaringan. 

(15) Subbidang Media Dan Aplikasi mempunyai tug as 
melakukan perencanaan, pengembangan dan 
pemeliharaan media dan aplikasi. 

(16) Subbidang Dokumen Elektronik mempunyai tugas 
melakukan perencanaan, pengembangan dan 
pemeliharaan dokumen elektronik. 

(13) Bidang Media dan lnfostruktur terdiri dari: 
a. Subbidang lnfrastruktur Jaringan. 
b. Subbidang Media dan Aplikasi. 
c. Subbidang Dokumen Elektronik. 

(12) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
38 ayat (11), Bidang Media dan lnfostruktur 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan dan 

pemeliharaan infrastruktur jaringan. 
b. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan dan 

pemeliharaan media aplikasi. 
c. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan dan 

pemeliharaan dokumen elektronik. 
d. Pelaporan secara berkala kepada Kepala Pusat 

Pengolahan Data dan Sistem lnformasi mengenai 
perkembangan media dan infostruktur. 

(11) Bidang Media dan lnfostruktur mempunyai tugas melakukan 
pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan, 
media dan aplikasi serta dokumen elektronik pada satuan 
unit kerja selain Data Centre. 

(9) Subbidang Data Geografis mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan dan penyajian data geografis. 

(10) Subbidang lnformasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan informasi. 

(8) Subbidang Data Umum mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data umum. 

(7) Bidang Data dan lnformasi terdiri dari : 
a. Subbidang Data Umum. 
b. Subbidang Data Geografis. 
c. Subbidang lnformasi. 
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(26) Subbidang Operasional Sandi mempunyai tugas 
mengkoordinasikan penyelenggaraan persandian, 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian 
penyelenggaraan persandian, mengkoordinasikan 
pelaksanaan pengamaan/enskripsi informasi instansi dan 
melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional 
sandi. 

(25) Bidang Persandian terdiri dari: 
a. Subbidang Operasional Sandi. 
b. Subbidang Materiil Sandi. 
c. Subbidang Administrasi Sandi. 

(23) Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Sadan Pegusahaan dibidang persandian. 

(24) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
38 ayat (23), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Operasional Sandi 

dan Pengamanan/Enkripsi lnformasi. 
b. Pelaksanaan pengelolaan materiil/peralatan sandi. 
c. Pelaksanaan administrasi dan laporan persandian. 

(18) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
38 ayat (17), Bidang Pengusahaan Teknologi lnformasi dan 
Komunikasi menyelenggarakan fungsi ~ 
a. Penyusunan perencanaan anggaran, kebutuhan, 

prosedur operasi, kegiatan pemeliharaan, kegiatan 
pelatihan serta pelayanan jasa teknologi informasi 
sarana Pusat Teknologi lnformasi BP Batam. 

b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kinerja dan 
memberikan persetujuan akses kepada anggota 
organisasi Tl untuk mengoperasikan sarana Pusat 
Teknologi lnformasi BP Batam 

c. Pelaporan secara berkala kepada Kepala Pusat 
Pengolahan Data dan Sistem lnformasi mengenai 
kegiatan pengusahaan Pusat Teknologi lnformasi dan 
Komunikasi Sadan Pengusahaan Batam. 

(19) Bidang Pengusahaan Teknologi lnformasi dan Komunikasi 
terdiri dari : 
a. Subbidang Pengusahaan Data Center. 
b. Subbidang Pelatihan Teknologi lnformasi dan 

Komunikasi. 
c. Subbidang Jasa Teknologi lnformasi dan Komunikasi. 

(20) Subbidang Pengusahaan Data Centre mempunyai tugas 
melakukan pengusahaan, pengelolaan operasional dan 
pemeliharaan sarana Data Centre. 

(21) Subbidang Pelatihan Teknologi lnformasi dan Komunikasi 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan 
dibidang Teknologi lnformasi dan Komunikasi. 

(22) Subbidang Jasa Teknologi lnformasi dan Komunikasi 
mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa teknologi 
informasi dan komunikasi 
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
40 ayat (1), lnspektorat menyelenggarakan fungsi: 
a. Perencanaan program pengawasan. 
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang meliputi 

keuangan, teknik, organisasi dan pembangunan. 
d. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian 

tugas pengawasan. 
e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Sadan Pengusahaan Batam sesuai dengan fungsinya. 

(4) Bagian Administrasi lnspektorat mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi ketatausahaan surat-menyurat 
dan pelayanan administrasi kepada seluruh kelompok 
fungsional dilingkungan lnspektorat BP-Batam yang meliputi 
bidang keuangan, teknik, organisasi dan pembangunan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
40 Ayat (4), Bagian Administrasi lnspektorat 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengumpulan bahan kordinator, penyusunan dan 

pengendalian program kerja pengawasan. 
b. Pengelolaan, penerimaan dan penyimpanan laporan 

hasil pemeriksaan/pengawasan aparat fungsional BP 
Batam. 

c. Penyimpanan bahan dan data dalam bidang pembinaan 
teknis fungsional. 

d. Penyimpanan dan inventaris bahan dan data dalam 
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan. 

e. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan 
pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana. 

f. Pengelotaan administrasi kepegawaian, administrasi 
keuangan, administrasi pembangunan dan administrasi 
teknik penyelenggaraan urusan rumah tangga dan 

(2) lnspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan 
Pengusahaan Batam dalam bidang pengawasan, 
keuangan, organisasi dan pembangunan. 

(1) lnspektorat adalah unsur pengawas yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan 
Pengusahaan Batam dan secara administrasi berada 
dibawah pembinaan Anggota 4/Deputi Bidang 
Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 28. 

BAB VIII 

INSPEKTORAT 
Pasal 40 

a. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, 
perlengkapan dan keuangan; 

b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga, keprotokolan 
dan hubungan masyarakat serta promosi. 
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 
(1), Kantor Perwakilan Sadan Pengusahaan Batam 
menyelenggarakan fungsi : 

(1) Kantor Perwakilan Sadan Pengusahaan Batam adalah 
unsur penunjang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sadan 
Pengusahaan Batam dan secara administrasi berada 
dibawah pembinaan Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi 
dan Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran 27. 

(2) Kantor Perwakilan Sadan Pengusahaan Batam mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengusahaan 
Batam di bidang umum serta hubungan antar lembaga dan 
promosi. 

Pasal39 

BAB VII 

KANTOR PERWAKILAN SADAN PENGUSAHMN BATAM 

(33) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

{32) Janis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (25) 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(31) Jumlah tenaga fungsional tersebut ayat (24) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(30) Kelompok Jabatan tersebut ayat (23) dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. 

(29) Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri atas sejumlah 
tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(28) Subbidang Administrasi Sandi mempunyai tugas melakukan 
komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan persandian 
dengan unit-unit kerja di Sadan Pengusahaan dan dengan 
instansi lainnya, melaksanakan pelayanan dan administrasi 
persandian, pembinaan dan pengembangan SOM 
persandian. 

(27) Subbidang Materiil Sandi mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dibidang materiil sandi, mengkoordinasikan 
pengadaan dan pemeliharaan peralatan sandi, 
mengkoordinasikan pelaksanaan sistem sandi serta 
jaringan komunikasi sandi dan melaksanakan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 
peralatan sandi, sistem sandi dan jaring komunikasi sandi. 
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Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dan pejabat 
fungsional di lingkungan Sadan Pengusahaan Batam wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada 
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara cepat, 
tepat dan akurat. 

Pasal44 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sadan 
Pengusahaan Batam wajib mengawasi bawahan masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal43 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sadan 
Pengusahaan Batam bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

Pasa142 

Dalam melaksanakan tugas, setiap satuan organisasi di lingkungan 
Sadan Pengusahaan Batam wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi lingkungan Sadan Pengusahaan 
Batam serta dengan instansi lain di luar Sadan Pengusahaan 
Batam sesuai tugas masing-masing. 

Pasal41 

SABIX 

TATAKERJA 

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 
40 Ayat (6), Kelompok Fungsional menyelenggarakan 
fungsl: 
a. Pelaksanaan program kerja pengawasan pda bidang 

keuangan, perencanaan, pembangunan, teknik dan 
organisasi. 

b. Pelaksanaan pengujian dan penilaian kebenaran 
laporan-laporan. 

c. Penyusunan petunjuk pengawasan dan pemeriksaan, 
penyampaian laporan hasil pengawasan serta 
penyiapan saran pemecahan masalah. 

(6) Kelompok Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan dibidang keuangan, perencanaan, 
pembangunan, teknik dan organlsasi. 

perlengkapan serta tata usaha inspektorat termasuk 
penataan arsip. 



Hataman 59 dari 60 

a. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau 
Batam Nomor 87 /KPTS/KA/Xl/2004 tentang Penyempurnaan 
atas Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah lndustri 
Pulau Batam No. 770/UM-KPTS/Xll/1998 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Otorita Pengembangan Oaerah lndustri Pulau 
Batam sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau 
Batam No. 02/KPTS/KA/1/2003 jo Nomor 88/KPTS/KA/Xl/2004 
tentang Penyempurnaan atas Keputusan Ketua Otorita 
Pengembangan Daerah tndustri Pulau Batam No. 771 /UM 
KPTS/Xll/1998 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata 
Kerja Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau Satam 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Keputusan Ketua otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau 
Batam No. 03/KPTS/KA/1/2004 dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka : 

Pasal49 

KETENTUAN PERALIHAN 

BABX 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi 
dibantu kepala unit organisasi bawahannya dan dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib 
mengadakan rapat berkala. 

Pasal48 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, 
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 
organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal47 

(2) Para Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Seksi 
serta Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan secara 
berkala kepada atasan masing-masing. 

(1) Para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor Perwakilan, 
Kepala Pusat dan lnspektur agar menyampaikan laporan 
secara berkala kepada masing-masing Anggota Sadan 
Pengusahaan Batam. 

Pasal46 

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
mnyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

Pasal45 



Halaman 60 dari 60 

MUSTOFA WIDJAJA ':! 

KEPALA BADAN PENGUSAHMN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS BATAM, 

Ditetapkan di Batam 
Pada tanggal 21 3UHt 2.010 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Pasal 51 

BABXI 

PENUTUP 

b. Dalam waktu paling lambat 31 Desember 2010 sejak Peraturan 
lni berlaku, penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan oleh Tim 
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan 
Pengusahaan Batam wajib disesuaikan dengan ketentuan 
sebagaimana dalam Peraturan Kepala ini. 

c. Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Ketua Otorita 
Pengembangan Daerah lndustri Pulau Batam dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
yang baru berdasarkan Peraturan inl. 
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OIREKTQR.AT ~ 
PE'RENCANAAN TEKNIK I 

i 
~~·' ';' sw· ~ 

I I 
SUB DIREl<TORAT sue DIREKTOR.AT sue DIREKTOR.AT 

.I RENCANA TATA GU.NA lAHAN 
DAN UTILITA.S PERENCANAANPER"UBUNGAN PEREiNCANAAN l.lNGKUNGAN 

-··· 

I - 
.-~w' ' I f I 

.. 

... 

.... SEKSI SE.KS! ..... SEKSI 
TATA QUNA LAHAN - PERHUBUNGA.N DARAT· LINGKUN.GA.111 HIOU.P 

8.E~SI S.EKSI SEKSI 
1'ATA. BA.NGl!NAN PERHUBUNGAN L.AUT LINGKUNGAN SOSIAL. ._ - - DAN PEMUKIMAN 

.. .. . . 

SEKSI SEKSI SEKSI 

'- 
SA.RA.NA UTIL.ITAS PERHUBUNGAN UDARA - PERl!:NCA.NAAN PERTAMAlllAN .._ 

, .. M ... , ....... _ .. ,. . ........ 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIK 

LAMP!ftA.t.i 11 
Surat Keputuaan Kcpakl BIKkln 
Pengu1ahaa.n Kawasan hrdaganstan Bebaa dan 
P•labuhan Babas. Batam 
Nomcx : ~ 'tA\-IUI" 10'\0 
Tanggal : ~I jUt-11 ioio 



tJr- tcJ~~ 
Dlte1apkan di Batam 
Pada Tanggal 2..l J '-tn 1 'l.o\O 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdaaangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

OIREKTORAT 
PE:MBANGUNAN 

-- - 

I I 
SUB DIRl!KTORAT . sue DIRI K'TORAT . 

8A.NQUNAN GEDUNG JALAN, JEM!i'ATAN, BANDARA. 1 SUB ~Rl;.K.TORAT 

DAN SANGUNAN AIR ~ UTILITAS OAN P!MATANGAN ' PENGEMt;lANGA.N QA.N 

.. --·. . . .. . . '-A11AN KERJASAMA USA.HA 
···- .. -- 

' . - __ , 
I 

., I 

$6!(SI 
BA.NGUNA.N GEO~f!IG SE;KSI 

oAN JALAN, JEM~lAN SEKSI 

!-- ~EMNIK""- E.L.E.!<TRU(AL. DANBANDARA PENOEMBANGAN USA.HA .._ 
. .. ... 

,_ 

. .. 
St;K.SI SS:KSI S1!'.IC$t 

WA.DUK JAR.INGA.N ORAINAS! PS.AVA.NAN DAN - DAN UTtllTAS KERJASAMA USA.HA. 

SEKSI SEKSI 
BANGUt.!AN PELABUHAN LA.UT PEMA.TANGAN LA.HAN 

- ---- 

.. , ...... ·-- ..... ········· 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT PEMBANGUNAN 

l.AMPIRAN12 
Surat: Koputuaan K•pala 8.ad•n 
Pengusahaan Kawasan ~angan Beba:s dan 
Pi!lilbUlllln Beb<ls. Batam 
Nomor : ; 'tAHuN 2010 
'fanggal : Z.1 .:JUNI :2.0'IO 



~CJ-~~ 

Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal ~' J\Ayi t t. 010 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

OIR.EKTORAT 
PEML!KIMAN, LINGKUNGAN DAN 

&ALAI AGRIBISNIS 

I I .. ·---· ····---- ·-- ........... 

SUB OIREKTORAT y $UB QIRE.KTORA.T ' sue DIRE:KTORAT 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN I PENGELOLAAN PEMUKll.,A.N BAI.Al AO.RIBISNI$ 

--a 'l 
~~~~~ ·~~ lwi>i~. ·· 

.. ""~. . . . ·,.;.,.,,.~--~ , I .. "· .... , ...... ""h . . 
I .. 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PENGELQLAAN. RUMAH SUSUN MONITORING lNFRASTRUKTUR PRODUK.SI -- - DAN PE.MUKIMAN ~ 

····· ----- ·-·· ~--···· 
$EK"$1 SEKSI SEK.SI MQNffQRIN~ QAN EVALUASI PENGHIJAUAN, PE:RlAMANAN PEMASARA.N - RUMAH $U$UN ...... DAN PENATAAN REKLAME - .. ... ··- 

.. - ·-· --~··----- ... ~-·· . .......... ... . . -·- .. ···- 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT PEMUKIMAN, LINGKUNGAN DAN BALAI AGRIBISNIS 

l.AMPIRAN 13 
Surat Keputusan Kepala Sadan 
Pengusahaan Kawa11an Perdaganpn Bebas dan 
Pelab .. ban 8.ebn Batam 
NQR\QC' : 3TAHLIN 2.01() 
ianggal : 2.1 :3llf'I I 2010 



MUSTOFA~ 

tu' - - +~ ~~ 
Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal "l. 1 l'\-1n1 1. OI o 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

OUtEi:KTORAf 
PENGAMANAN 

. ~· 

I I 
SU.B OIREKTORAT I SUB DIREKTORAT SUB DIREK_TQR.,t.T i !'ENGAMANAN LINGKUNGAN PENGAMANAN INSTALASI PENANGGUl.AN(lAM 8AHAYA 

OAN HUTAN Ii DAN ASET KUAKAR.AN 

I I 
-~·- . :;I -·· . -~--· ... -_, __ "l """ . """"· ms>.:;'>11-\ll,. ,-. . ' 

-- 
-- 

Si;:KSI Sl?KSI SEKSI 
P!NGAMAMAN 1.INGKUNQA.N PENGAll\ANAN INSTALASI PENANGGULANQAN .... - - 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PE!'fGAMANAN PE.N~l?GAHAN DAN PENGAtiotANA.111 HUTAN BANGUtfAN DAN "9E.T- KE_SELAMATAN K.ERJA. ~ ..... - --· 

$E.l(SI 
AOM!NISTRASI DAN 

.... OPeRASIONAL PE ... GAMANAN 
-·- 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT PENGAMANAN 

1..AMPlftAN 14 
Surat Koputusan Kepata 8.ll'lan 
P11opahaan Kawasan Perdagang;an Bebas dan 
Pelabuhan Bltb.as a.cam 
Nomor : ~ 1"~HLIN 20\0 
Tanggal :::z.1 3~'tlll :2010 



~0- ~~ 

Ditetapkan di Batam 
Pada Tanggal '21 JU\'\ I )OfD 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

DIREKTORAT ~ 
LALU LINTAS BARANG ~t 

i 
·i 

~~~~~~1m!i~~ ,[~ .•. , - ;,:.:.,.~"="'' 
, .. 

I . . - ..... .. . . .... .... . 

I SUB OIREKTORAT ' SUB OIREKTORAT I SUB DIREKTORAT 
MONITORING DAN PELAPORAN INDUSTRI PER:OAGANGAN ,'.~ PERDAGANGAN OAN lNOU$TR! I rJ 

';' ~ ~ .. l: ~ ~ ...... 
.;;; ~ 

ii,~~~_,~.,;,..""··1·::· •w;,;;,;;:..;:;~~~~~"i&. ~iki-· - .. ;,. '; :-,~~~1"~m;"~-~~ --..:...,F:,;;~. ,, ,.:··,~,1~¥1&;1'i>%~~ ;~ 

SEKS! SEKSI SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN INOUST~I SKALA SESAR BARANG INDUSTRJ - PE.LAPORAN PERDA.GANGAN --- - 
........ . ........ ,.,, 

SEKSI SEKSI SEKSI 
MONITQRING, EVALUASI DAN lNOUSTRI SKALA K.E:CIL 

BARANG KONSUMSI 
PELAPORAN IN.DUSTRI DAN MENENGAH ...... ~ 

-- ·- -~..... h--~·-·-· ·~-·-~·~· ... - --···-··---~·-····-··---···-· .... -- - . 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG 

LAMPIRAN 15 
Surat Kepulusan Ke.pala Sa<lan 
f!engusahaan Kawasan Pe;rcta.ga.n9<1.n Bellas dan. 
PeJabullan Sebas Ba(am. 
No;noi: : 3 'iAHUtJ 2.0\0 
Tan.ggal : z.1 JUI'! I :10\0 



d 

Ditetapkan di Batam 
Pada Tanggal "l.1 ~\At'\ 1 '2..010 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Peufaaangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

~~(~ 

' KEl.OMPOK JASA7AN f'UNGSIONAl ! 

I -·--- .. ·--·------· SEKSl I 

I LJM&AH SAHA. .. 8EAACUN DAN I I BERM~AYA I 
[ : 
t - _ _., __ _ .. I 

. ., 
! 

·--------, 
I ,_____, ... _...........J , 

S .• ~ .. •-''IA~ ! I SUSSAGIA!l -:""'""': .. I ! AOMl>!ISTR:A$1 P!<llOAPMA ... 
' 'TA LISAHA i i OAll PE!.AYANllN P-t;lANGGf.ll i 

;------- ·----------4' ';-----~--------~ 
I L-·--------~-~--~-~~- ...J t.., ~ --.~ - - , - --·-··-~~-·~·····~··~j 
i :------ ... s===~- -------------r===-±==--=;;------,-----r---=::,-;;------1~ 

! PElllGl;lOlAAN WAOUK l l Pf.NGEil.01.AAN AIR. k i ! PEliGl.'l..OLA.AN LIMBAH { 

~4-1 i.~-~ I ~ ' 
r .... -----~~----·-·- .. 11 ., . SEK$~ 1 r-·- .. ··-··---·- .. ;:~~- .. ·-·-----·11 ~·--r 1 1 ~!lKSI _ 1 

t.10111rroR1NG OA>I EVALIJASI • P~r~t!HAAAAN DAil I ;i AIR 6Al<u OAo; AlR S!iRS•H i' ' PROGRA!ll OAN EVllLVASI AIR ! i I L!M-6AH 001,1Esn.: l ! l PENGM!AN/;.l\l w A.OUK . ' \ . I : . --1 i ! r-----------··---- - I i !-l------------1, 
i ~ ~ i I i 1 ! l 

------------~ t~'"''"W~•~••,...•••"•"•••"-"•• . .,.•~•·-•••••...,•"•' ·"''·-·-·•., ... ,,..~., . ...,..A - t "--••~··•~•··•~~·~~.u•••~u.•~-·~~-~-•~-•-·•··~----~~•--"' 

I 
.1_ 1 

-~-~~-.',i~~:.r.;:..~~ .... / 

--------i r: , _ __! ._ .. , 

I 1· i BA GIAN :; 
i AOM™ISTRASI '.•\ 
I r·~••N• .. •·--- ............... .....,, .. ,._,,._,_. ............ ,.., .... , ...... -no-NOVO,, ...... , _ _. , 

.--,;.;,;;;;.~_:;:~,;j,.~zy..;~~~~'.-,'.,!£,<..$-:<-;,%~»=.!i':~;ir,~~-1<!.~V;~~~'"'.:.;'.~:;~--;~<'. 

i(J'-IHOR 
PEliGELO'v\AN AIR OAA t.ll>'ISAH 

a 

~~~~~~~~-==:.:...:::::::__J~ ~ I 

STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH 

LAMPIRAN 16 
Surat Keputusan Kepala Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam 
Nomor : 3 T"'ll-lul'I 2010 
Tanggal : 21 jUtJI 1010 



MUSfOFA WIDJAJA c::f 
~ 

o.:\- ~t'; 

Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal ·u JUT'l 1 '2..o\0 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdaaangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

SIRO 
PERENCANA.AN PROGRAM , 

DAN LITSANG 
-~ ..... 
~ 
"' [iii 

!'¥~ili>J&'¥J;wm¥i?~ .. ~-, ~:1m. ~ 

I I . , ....... ·~ . 

BAGtA.N I BAGIAN ~ BA GIAN :~ PERENCANAAN PROGRAM '~ PENELJTlAN DAN ~ PERENCANAAN WILAYA.H I DAN ANGGARAN J PENGEMBANGAN 

~ : ! ·~ ~ii , .. -. ,_ ..... - J!i1··-·· , ..••.. -·.~ •.• , I . ~%1"#."~li~~~ f . . ;.""""~Wiif~W.ffo."@ ,~~ll%.11~Wili~a- -~~~.'il!!l)i .. "@lji,1$;,,;j" .· , .• ,. ···i=W'@'~~]itili!i ·~ 

$UBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIA.N PE.NELIT1A.N DAN 

PENGEMBANGAN WILAYAH PERENCANAAN PROGR.AM PE.NGEMBANGAN $ARANA OAN - ,.... PRASARANA 

. ··~········ ........... .. .. 

SUBBAGIAN SUS.SA.GIAN Sl!BBAGl.AN 
PE.METAA.N PERENCANAAN ANGGARAN PE.NELi.TiAN OAN 

PeNG.EMaANGAN INVESTASI ,__ - . , ............... ~ .. - .. ~ - ... . --·· ·-. ·- ........... ····- - .... -· ... -···· ..... --~· ... . .. . . ........... ··~·~~--~· 

STRUKTUR ORGANISASI 
BIRO PERENCANAAN, PROGRAM DAN LITBANG 

lAMPIRANH 
Sumt Keputusan Kttpala Sedan 
P~uaaha<m Kawa5'an Perctiigangan Bebus d8fl 
Pelabuhan 8eba$ B•m 
Nomor : ? 1'AHUtJ :2-010 
Tanggat : :Z.l J"Ul"I 2-010 



~a- t~ 

Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal 2..1 J\Al"ll :20\0 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Pelldagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

8lROUMUM 

~{ > 
. ... , ·ri. ., 

I I 
lilAGIAN I BA GIAN SAGJAN 

RUMAH TANGGA OAN PEIU.EN(ii!(A.flAN DAN HUKUM, QRGAHISASI DAN TAT'A PEMeLIHAAAAN 
" 

!'ERALATAN LAKSANA 
~ .. ..... .. .. .. I 

I - I 

SUB BA QIAN SUBBAGIAN SUQAGIAN 
~UMAii TANGGA Pl!NGADAAN PEAATURAN DAA PERtKATAN ,..... - I- 

~-- . 

.. 

Sl!BBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 1.NVENlARISASI OAW PliiMELIHARAAN AScT PS.NGtiAPUSAN A.SET BANTUAN HUKUM 
"""" ...... - . ....... . . ····-~ ... ···-~--· .. 

SUBBAGIAN 
SUBBA.GIAN ORGANISASI OAN TATA 

PENGl!LOLAAN A.SET LAKSANA ~ 

STRUKTUR ORGANISASI 
BIROUMUM 

t.AMPtRAN 18 
Sllnlll !(eputuaan Kepala Badan 
Pengusahaan Kawas.an Pti'da~Mgan Bebas clan. 
Pel111buhan hbat Batam 
Nomo.c : ; 'fAHU\'J ;l.0\0 
iangQal : 2.\ 3UNI 20\b 



M~ 
'\f ~4 

Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal '2..\ d\il\'\I 'l.Ci10 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Pe[dagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

BIRO ' KEPEGAWAIAN I 
-!{§ 

I 
i@l'.:!~li'I'~-.%~~- ~m.~~'t.~~~~ffel,~t-tiii 

I I 
SA GIAN I SA GIAN ~ BAGI.AN I PERENCANAAN PAN EVALUASI I MUTA$1 OAN TATA USAHA ''\?.: 

i PENGEMBANGAN PEGAWAI KEPE.GAWAIAN ~ KEPJ;GAWAIAN ~· -<I ~~ -~ ~ ~ Ii ~ "il Ii§ 
~~~~- .•... ,~,-~--~,:,p ~·~&-ii'.%~.,.' ,. -~- ' if~,-= ___ ..;;:_,~~~~--\'!,'jf~~t~~ i~ • >>WI<'< .. ., . . __ l . ., .... ,CWi~ .• J~,., ~~---~ •. ,j;l'..mz .: - -.~:~.- T----·~~-"'·-···"~ .. : ~ i'j.!} 

...... ~-~-- ·····•· ... , .. . . 

$UBBAGIAN SU68AGIAN SUBBAGIAN 
PER_E.NCANA_AN MUTASI PEGAWAI ANALISA KEBUTUHAN - - ,..,.. .......... 

SUSBA_GIAN SUBBAGIAN SUBBA.GIAN - EVALUASI ....... TATA USAHA KEPE.GAWAIAN - KER.JASAMA DlKLA T 

.. . . . ~ ,. . . ... 

···-··---~- -•h••-·-- ..... -··· . - ·---- ------ --· -- ··--- ··-- ··-·· ·-·-····~·-·--··----··••hh------~-·~-·· 

STRUKTUR ORGANISASI 
BIRO KEPEGAWAIAN 

LAMPIRA.N 1 Q 
Su.rat Ke.putusan Ke.pal_a Sa<mo 
Pe.ngusahailfl Kawasan Pe.rdagangan Sebas; dan 
P~lall!uhi;m Bell!ai;, Batam 
N<)mQ( : ?, 1"A H l.11" ZO !O 
T11ng9a! : Zt ::)Ul'IJ :20)C) 



'ifuSTOFJ.: WIDJAJA··· 
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~ .,.. -- ri~ 
Dltetapkan di Batam 
Pada Tang gal '2-\ Ju n t i e u> 
Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

BIRO 
KEUANGAN 

I .......... .. ....... -·· . ······- .. ..... .... .. ·- -·-· -- . ..... ~l 
........ ···- ···-···· 

GAOIAN 8AGIAN - 
ANG~R.A.N P2RB&NDAHARAA"OAN BABIAfil 

INV&NT·ARISAlll VERIFll<ASI DAN PeMBUKUAN 

.. 

- ... ... ss 

I I 
.,, . 

I 
... . ....... .. ... . .... 

SUBEIA(ilAN SUB8AGIAlit SllUAGIAN 
P&REMCANAAfil ANGGAflAN. PEMBIA.YAAN RUl'IN VlRlf!!K,._$! ~U'\'1111 OA!! - !- - Pl!ll!l..1.11.G.V!l!A.!I! 

.... ·····' 

·····--- -······--- ... 

Sl!BIJAGIAN 
... 

Pli'MAN'l"Al.!AN DAN lil!ALUASI !IU8!llAQIAN &UB&AGIAN 

,_ f\.)IG.QARAN !\U'fl!I! PllMGIA~AANP~&teA.NGUNAN VEftlFIKASI P.ENOAPATAN 
!.=-. I- .... . .... ····· 

SUSBAGIAN $U88AGIAM l!'EMANTAUAN DAN E\!ALUASI SU88AGIAM 
ANGOAR.ANPEM8ANGUNAN Pl!:NOAl"A1'AN QAN l'ltUTANG. P.EMBUKUAN - ~ 

···-· .. ............. '········-· St.lBBAGIAN 
S.~DS.ACMN INVl!Nl'ARl$A$1 OAN 

Re~PENOAPA1'AN Pl!N()ELOLAAN KEKAYAAN .._ ~ NBOARA ·- . . .•.. -- ···-····-· ...... ...... - 

STRUKTUR ORGANISASI 
BIRO KEUANGAN 

~20 
Surat Keputll8ao Kepale a.dan 
Pengusahaan 1<111w11san P1mtagaF1Qan Elebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam 
No.mof : ~11'\HUf\l 2010 
Tanggal : 2-1 JUl'JI :).O\O 



«r> l 

Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal 'l\ a'vlvi r 'l0\0 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Peixlagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

KELO~PO><. 
JABATAN F·U NQ.$.IOl)lAL. Li I 

H,__------1 
$ulillQAQ.IAN 

Pl;.R.PUSTAKAl'l.N 

--~~~~~~~ 
I- 

i!!UBBAGIAN 
ARSIP OAN DQKUMEN.TASI 

~t~S.~J;~f@{~, 

E!A0.1.Al'I 
ARSIP DAN PERPU5TAl!<.AAN 

l 

~~ ~~ 

SUl!ll$AG.!;!o.N 
K11;!'1.!A.$A-.,A ""i Ke."1!A$.YAl'tAKA'T"N. I 

SU\\U:IAQ!A.N. 
PER.!ALANAN PIN ... S 

I- 
suaaAG1AN 
Pl'tOTOKOL. 

...... ~&~~m~-~~~~]· 

fi!AG!A.!". 
l?R.OTQKOI. 

1 ··-· .. 
1 ·· ij'UeJ°iAC~ 'l'.4>1"A u$A~: 

P!i!R"°"A!'l,TUAN ... NGO.QTA. 4. 

! I 
S.USSAOJAN TATA USA""' 1' 
Pl5RBANTU"N ANO,OQT ... 3 

I 
SUBBAGIAN "fATA U~AH~A 
l'E.RBAlfl"l.!Al'ol ANGOO"t'A 1 

$..UaBAGJAN TATA ~AHA 
l."IOM!AN:T·U-1\.!< INAK.IL. l'>l!l>Al.A. ~I'· 

._ 
t-~~~~~~~~~~~~~~~ 

S.l!BB.AGIAN TATA U·SAHA 
PSRBANTUAN l'IEPALA BP 

........ 1--~~~~~~~~~~--1 
$UB8"'GlAN 
l'Al'AUSAHA 

~~;rew":r 

BAGl"'N 
S.l!:K.RETARIA T 

r 

···s:~~=w;:;~t.U*Mtt.-~~~~ 

BlRQ 
5eK!U!TARl ... T DAN PRQTQKOL 

STRUKTUR ORGANISASI 
BIRO SEKRETARIAT DAN PROTOKOL 

LAM~.RAN21 
Surat Keputusan K.epala Sadan 
Penguullaan Kawasan Perdagangan &ebas. dan 
Pelabuhan Be~.& Batam 
NQO'.l.Of ; 3 TAl-IUtJ 20\0 
Tanggal : 'l-1 JUl'll 2C)\O 



MUSTOFA WIDJAJA \:f 
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Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal tt.1 JUf\1 1.,otO 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdaaangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Si.JSDIR~Ri"ORAT .. 
PENGENDALIAN 

PE.NGELOLAAN SARANA DAN 
PRASARANA 

+~i~ 

SUB QIREKTORAT 
PENGENOALIAN PEMUKIMAN1 

TAMAN DAN UTILITAS 

·-- ·········--''--·~·· ••• ••••••• ••••••••••••••••••••••• ~ ~h· ·I 

SUB OIREKTORAT 
PENGE.NOALJA.N KONSTRUKSl 
GEOUNG, BANGUNAN SIPIL 

LAMPIMNi2 
Sura.t Ke.pullls.1m Ke.pata Sadan 
Pe.ngµsahaa.n Kawasan. Perdagangan Bebas c:lan 
Pelabuhan Bebas Bati;im 
NomOt' : :)fAHUN °2¢10 
T•nggal : .:Z.I .JUN! :2-0IO 

DIR EK.TORA T 
PENGENDAUAN TEKNIK 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT PENGENDALIAN TEKNIK 



Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal ').J. jv.\1'11 ·1~10 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

~~ Mus-~ =--- 

SUB DIREKTORAI 
PENG-ENDA.LI.AN INVE_STASI 

+~J9 

SUB DIREKTORAT 
PENGENDA.LIAN LAHAN 

SUB DIREKTORAT 
PENGENDALIAN 
PEMBANGUN.AN 

DIREKTORAT 
PENGENDALIAN 
PEMBANGUNAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

1.AMPIRAN 2.3 
S~m1l l<epulusan K"'pala Sadan 
P~mg1.1sahaan Kawasan Perd.ag_angan Setias dan. 
Pel@buhan Beba.s aatam 
N~or : 3 1"...,H\.IN ::tote. 
Tang9<1I : 21 .'.JU!'IJ 2010 



~~ 11MiiSTOFAViiOJAJ - -- 

Ditetapkan di Batam 
Pada Tanggal "l \ J\A'(\ I 2.c "U) 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

SUB DIREKTORAT 
PENGENOALIAN 

PERLE.NGKAPAN DAN 
PEMELIHARAAN 

~~~ 

SUB. DIREKTORAT 
PENGENDAL.IA.N PERIJINAN DAN 

PELAYANAN MASYARAKAT 

.. sue DIRE-K:tORA t 
PENGENOAL.IAN K.EPEGAWAIAN 

ORGANISASI DAN TATA 
LAKSANA 

OIREKTORA.T PENGENOALIAN 
ORGANISASI DAN KINERJA 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT PENGENDALIAN ORGANISASI DAN KINERJA 

LA~A.N24 
Surat KoputuHn Ke:pala Sadan 
Pen.g1.15ahaan Kawasan Pen:lagangan Sebas dim 
Pe"buhan Bvba~ Batam 
Nomor ; ; 'IA\-iui" :20\D 
T(lflggal : 'l-1 :iUtJt ~DIO 



MUSTOFA ~'ilA-~·-···-· 

4V> - 
~0-~~ 

Dltetapkan di Batam 
Pada Tanggal <tt J\.\Vi 1 ·'lolO 
Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan 
Pealdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

..... ····· ··-···· ........ 

DIREKTORAT 
PENGENDALIAN KEUANGAN 

1 

···-·-· - ' .... 

·- .[!.~- : 
-~-· 11"m~~n'W"A"''·~;;.f~~ : 

....... . ...... 

. . . .. 
SUB OIRSKTORAT sue DIRSKTO.RAT .. 

PENGE.NOALIAN PENOAPATAN PENGENDALIA.N BEL.ANJA 
DAN P.ENERIMAAN MODAL DAN OPERASIQNAL ,. , 

.... . ...... ',, .... .. 

~ • e -. •, . , •1m1-~~~~1'/"~:'ll'(~:.{W.,*~·· .,11. '· ~ •. !i ' ..•• - -~·~· . .~ .• ~ • . .• ' .•• ~ >&'~. • 
·~ ~~ ......... ~ ...... ·._",. . 

STRUKTUR ORGANISASI 
DIREKTORAT PENGENDALIAN KEUANGAN 

LAMPIRANa5. 
Surat Kcipulusan K.iipala Bad<1n 
Pengusahaan Kawnan P.magangan Bebas dan 
Pel111buhan Btbas, Batam 
Nom.or : ;1'A~\l\J .,_0\0 
Tan99al : :l\ .:SU\'ll :2010 



MUSTOFA WIDJAJA <f 

Ditetapkan di Batam 
Pada Tanggal "2-\ JV\111 1.<:nD 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn, 

SlJ8ESICANG 
MA T£R.HL SA.NOil 

i-.- 
SUBB'DANG 

OPER.AStONAL SANOI 

suaa•oANG 
AOM;SN(STRA.SI SANO:I 

BlDANG ~ 
Pe:RS.ANDIAN ~{1 ~~~~~~~~~--1£@ 

.~?::~i"~~·:i:;.•.%'\.~-.r.~::~~ .. ~k ~~:-;;~.':r-:!.::f(:.-.~~·~,!~~~~-.~,-;:~. t.:."~~2 

l 

1y~~ 
I KELOMPOK I 

.JABATAN FUNGS;IONAL. 

SUBBIDANG 
P'E"'IGUSAHA.A.N DAN 

JA.SAr. Te:K~OLOG* 
INFOAMASI DAN '-i KONtUN1KASI I 

SUB8'0ANG 
PELATIHAN T'Et<NOi...OCr 

INFOR:MAS.I OAN 
~ IKOr-'KJNll<.ASI 

1-- 

SUSEUIDANG 
PENGEl...OL.AAN 
OATACENTRe 

:'..'{.-;;-;..W.-1;.;:,,~·;:,o' .. '".;:<'~.~~~~~} .. , .~:-:'i.'.:,-.:::-:.-::':$".'~:f.l~)·~-:~-~-'Z~;;; 

BIDANG 
PENGUSAHAAN 

TIEl<:NOLOG( IN~ORMASI 
DAN KONIUN18<ASI 

l 

SUBBIOANG 
DOKUMEN 

ELE>C;TRONIK 

SUBBIDANG 
MEDIA DAN APLIKASI 

1-- 

SUSEHDANG 
:IN F'RASTRUJ<TUR 

.JAA::.INGAN 

SIOANG ~;::-.;~ 
MED'A DAN -~ 

,,,,._,:,~,~,:~:-~:::k::,,."_~I 
.. ~~-.= 

l 

SUBBIDANG 
fNFORN"l.ASI 

1-- 
SUBBIOANG 

DATA GEOGRAF•S 

SUBB.IDANG 
DATAUMUM 

.'.'f:J.'.;-;-.:r,~~-;-.;:;~~~::-;-;:>-:•i:'!'"~J ;<.,~·.i;.s::.-i-::?.=i:.':;;0·.;::·:·i·,~~f~i:-:~~ 

B<OANG 
DA.TA DAN INFOR:MAS• 

I 
~'-~~;:¥J.~.:51'Y.< 

SUSSAGIAN 
TATAUSAHA 

PUSAT PENGELOLAAN DATA "1':!' 
DAN SISTEll/l INFORMASI '{;'{ 

TEKNOLOGI i@ 

========,..,,========~,I 

STRUKTUR ORGANISASI 
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI 

LAMPIRAN26 
Surat Keputusan Kepala Sadan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam 
Nomor : ?f 1AHUI" :2010 
Tanggal : 21 :fONI 2010 



Ditetapkan di Batam 
Pada Tanggal 'l.l 6\MI l 1. 011) 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

~q MU--~ ~ ~0-~~ 

._ 
$1.U~sA.lllAN 

PRO""_QS! 

I- 

$UBBAG!AN. 
HUl!IUNGA.N. MASYARAKAT 

t- 

$UBEIA!;;IAN; 
!'!R.QTQl(Qt. 

I- 

$UBBAGIA.N 
l"tUSl.lN<ilAN ANTAR. Ll!!~BAG.A. 

I 

OAGIAN 
MllEIUNGAN A.NTAFt t.l'i~BA.OA. 

PA.N PRQ!<llOS.I 

..... 
f·-··· 

SUB8AG.IAN 
KEllANGAN 

t- 

Sl.l~~AGtAN 
f-f;;Rl,Jalo!G KAF'AN. 

t- 

SUS.BAG.IAN 
KEPE.GAWA!AN 

r-- "'""~~~~~~~~~~~~~ 
Su!J.$A.GIAN 

1'P.TA U$P,MA 

SAGIAN 
UMUM 

I 

~~.£J~~\~~~m~'i1 

I 
I 

KANTOR PE.R.WAKILAN 
sA0ANPE.N;GU$AHAAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM 

LAMPIRAN 2.T 
Sullll Kepuluscm Ke:pala B.adan 
Pengus.ahaan Ka~san Pe:rdagang,an Sebas dan 
Pel1,1butum Bebas. Batam 
N~Of : '1 tA\.\U\\I 201t> 
ianggal : '-1 Jt.ll-11 201D 



MUSTOFA WIDJA.~--:::::-·~ '1 

Ditetapkan di Batam 
Pada Tang gal fl. t J ~VI 1 1.o ! O 
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 
Pel'Jtagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

LA.MPtRAN 28 
Surat Keputus1m K:epala Sadan 
P®gusiilhaan Kawas.an Per®gangan Sebaa dan 
Polabuha.n Be.~s B111;<1m 
NomQ!: : }iP!l-11)\'J 2.0[0 
Tl!ngga! : 'll JUN I :i.010 

~~~~ 

INSPE.KTORA T ·.~ ~ .: 

-:.'C 

Wi~~~~~~- ~~~~:m-t,;;,,.:~: ..• :. : . ., 

BA GIAN 
AOMINISTRASI 

... ~· .... . ...... ·~-~~ .... 

Kil.OMPOK FUNG$10NAI. 
SIOANG Tl;.KN.lK 

~ KELOMPOK. FUNGSIONAL 
BIDANG PENGENDA.LIAN 

PEMBANGUNAN 
.,_..,, 

KELOMPOK FUNGSIONAl 
6.IDANG KEUANGAN 

.......... 
KELOMPOK FUNGSIONAL 

BIDANG QRGANISA.SI KINERJA. 

- •• -h ......... ·····--·-··-·---- - -- - - -·~ ·····-····~-~ 

STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT 


